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ABSTRAK

PERLINDUNGANHUKUM BAGIISTRIYANGDICERAIKANTANPA
MELALUIPENGADILANDITINJAUDARIFIKIHISLAM DANUNDANG-

UNDANG NOMOR1TAHUN1974TENTANGPERKAWINAN

ArifinArasyBillah

Fenomena yang terjadidimasyarakat,pasangan suamiistri
melakukan perkawinan secara resmidan dicatatkan.Namun kadang
terjadiketika suamiingin mengakhiriperkawinannya,suamihanya
menceraikanistrinyadenganhanyamengucapkankataceraidenganlisan
saja.Seharusnyasuamidanistriyangmenikahdenganresmi,jikaharus
berceraimaka harus dilakukan dimuka pengadilan dan menggunakan
penetapan darihakim.Tujuan penelitian iniadalah untukmengetahui
kedudukan bagiistriyang diceraikan tanpa melaluipengadilan,untuk
mengetahuiakibathukum bagiistriyang diceraikan tanpa melalui
pengadilanditinjaudariFikihIslam danUndang-Undang Nomor1Tahun
1974TentangPerkawinan,danuntukmengetahuiperlindunganhukum
bagiistriyangdiceraikantanpamelaluipengadilanditinjaudariFikihIslam
danUndang-UndangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan.

Penelitianyangdilakukanadalahpenelitianhukum yangbersifat
deskriptifanalisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif
denganmengolahdatadaribahanhukum primer,bahanhukum sekunder
danbahanhukum tersier,danjugapenelitianinimengeloladatayangada
denganmenggunakananalisiskualitatif.

BerdasarkanhasilpenelitiandipahamibahwaProsedurperceraian
menurutKompilasiHukum Islam danUndang-UndangNomor1Tahun
1974tentangPerkawinanadalahsamasamamengaturbahwaperceraian
harusdilakukandidepansidangpengadilandenganacaraperadilanyang
diaturdalam Undang-UndangNomor:7Tahun1989tentangPeradilan
Agama dimana diawalidengan perkara didaftarkan,Pemohon atau
PenggugatdanpihakTermohonatauTergugatsertaTurutTermohonatau
TurutTergugatmenungguSuratPanggilanuntukmenghadiripersidangan.
Akibathukum bagiistriyangdiceraikansecarasepihakdiluarpengadilan
menurutKompilasiHukum Islam danUndang-Undang Nomor1tahun
1974tentangPerkawinanyaitudariterhadapstatusanakmakastatus
hukum seoranganaktidakberubahhanyakarenaperceraianorangtuanya,
anaktetapmerupakananaksahdarikeduaorangtuanyasepertiyang
tertuangpadaaktekelahirannya.SertaTidakadaperlindunganhukum bagi
istriyangdiceraikansecarasepihakdiluarPengadilanmenurutKompilasi
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan,karenatidakmelakukanperceraianmenurutproseduryang
telah ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan
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PemerintahNomor9Tahun1975tentangPelaksanaanUndang-Undang
Nomor1Tahun1974tentangPerkawinan,sehinggatidakadaperubahan

statushukum terhadapperkawinantersebut.
Katakunci:perlindunganhukum,cerai,pengadilan.

KATAPENGANTAR

مِيْحِرَّلا نِمَحْرَّلا مِهِلل ــــــــــــــــــ سْبِ

Assalamu’alaikum WarahtullahiWabarkatuh

Pertama–tamadisampaikanrasasyukurkehadiratAllahSWTYang

MahaPengasihLagiMahaPenyayangatassegalarahmatdankarunia-Nya

sehinggaskripsiinidapatdiselesaikan.Skiripsimerupakansalahsatu

persyaratanbagisetiapmahasiswayanginginmenyelesaikansatusatu

persyaratanbagisetiapmahasiswayanginginmenyelesaikanstudinyadi

FakultasHukum UniversitasMuhammadiyahSumateraUtara.Sehubungan

denganitudisusunskripsiyangberjudulkanPerlindunganHukum Bagi

IstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilanDitinjauDariFikihIslam

DanUndang-UndangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan.

Denganselesainyaskripsiini,perkenankanlahdiucapkanterimakasih

yang sebesar– besarnya kepada:RektorUniversitas Muhammadiyah

SumatraUtaraBapakDr.Agussani.,M.APataskesempatandanfasilitas

yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan

pendidikan program sarjana ini.Dekan Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr.Ida Hanifa,S.H.,M.H.atas

kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
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Muhammadiyah Sumatera Utara.Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak

Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasihyangtakterhinggadanpenghargaanyangsetinggi–

tingginyadiucapkankepadaBapakDr.TengkuErwinsyahbana,S.H.,M.

Hum.,selakupembimbing,danBapakNurulHakim,S.H.I.,M.H,selaku

pembanding yang penuh perhatian telah memberikan dorongan,

bimbingandanarahansehinggaskripsiiniselesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah

memberikandataselamapenelitianberlangsung.

Secarakhususdenganrasahormatdanpenghargaanyangsetinggi-

tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda:Mhd.

SyahrilPanjaitan,S.Pd.dan DewatiHusna Nasution,S.Pd.yang telah

mengasuh danmendidikdengancurahankasihsayang,jugaterimakasih

kepada Abang:ThodiNasution,S.H,Abang:FachriNasution,S.TP dan

TerimakasihKepadaTulang:H.SulthoniNasution,S.H.,M.H,yangpenuh

ketabahan selalu mendampingidan memotivasiuntuk menyelesaikan

studiini.

Tiada gedung yang paling indah,untuk itu dalam kesempatan

diucapkanterimakasihkepadasahabatBobbiRizkiSibuea,terimakasih

kepada kawan-kawan RevolusionerSMICab.Medan & Cab.Malang(Ali
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SyahputradanIsabella)danterimakasihjugauntukKawanMartinLuiz

SebagaiPimpinanKPR(KomitePerjuanganRakyat).

#Salam PembebasanNasional.

Terimakasihkawan-kawanatassemuakebaikannya,semogaAllahSWT

membalaskebaikankalian.

Kepadasemuapihakyangtidakdapatdisebutkansatupersatunamanya,

tiadamaksudmengecilkanartipentingyabantuandanperatmereka,dan

untukitudisampaikanucapanterimkasihyangsetulus–tulusnya

Akhirnyatiadagadingyangtakretak,retaknyagadingkarenaalami,

tiada orang yang takbersalah,kecualiIlahiRobbi.Mohon maafatas

segalakesalahanselamainibegitupundisadaribahwaskripsiinijauhdari

kesempurnaannya.Terimakasihsemua,tiadalainyangdiucapkanselain

katasemogakiramendapatbalasandariAllahSWTdanmudah–mudahan

semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin.Sesungguhnya Allah

mengetahuiakanniatbaikhamba–hambanya.

Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Medan,...............................20...

Hormatsayapenulis,

ArifinArasyBillah
1606200093
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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

Perkawinandalam syariatIslam merupakanperjanjianyangkuat

dankokohyangdengannyaAllahmengikatpriadanwanita,sehingga

merekadisebutsuami-istri.1Dalam Undang-UndangNomor1Tahun1974

tentangperkawinanPasal1yangmenyebutkan:Perkawinanialahikatan

lahirbatinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistri

dengantujuanuntukmembentukkeluarga(rumahtangga)yangbahagia

dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dengan adanya

perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan

sebagaimanayangdiaturdalam Undang-undangdansesuaidenganajaran

agamayangdianut.

Perkawinandisyariatkanagarmanusiamempunyaiketurunandan

keluarga yang sah menuju kehidupan yang sakinah,mawaddah,wa

rahmah. Sakinah berartidiam2 ketenangan dan ketentraman jiwa,

Mawaddah artinya saling berkehendak dan berkeinginan untuk saling

memiliki,rasacintauntukmemilikisegenapkelebihandankekurangannya.

Rahmahadalahkasihsayangdankemurahanyangmemilikipengabdian

1 HaidlorAliAhmad,dkk.2014.Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan
Perceraian DiberbagaiKomunitas dan Adat.Jakarta:PenerbitBalaiPenelitian Dan
PengembanganAgama,halaman74.

2 AzizMushoffa.2015.UntaianMutiaraBuatKeluargaCetakanI.Yogyakarta:
MitraPustaka,halaman27.

1
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dalam hidupberkeluargasebagaisuamiistrisampaiakhir.3

MenurutAhmadAzharBasyir:“denganjalanperkawinanyangsah”

pergaulanlaki-lakidanperempuanmenjaditerhormatsesuaikedudukan

manusiasebagaimakhlukyangbermartarbat,pergaulanrumahtangga

dibinadalam suasanadamai,tentram danrasakasihsayangantarasuami

dan istri.Anak keturunan darihasilperkawinan yang sah menghiasi

kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup

manusiasecarabersihdanberkehormatan.4

Suatuperkawinanyangsahakanmenjadisaranauntukmencapai

cita-citamembinarumahtanggayangbahagia,dimanasuamidanistri

sertaanak-anakdapathidup rukundantenteram menujuterwujudnya

masyarakatsejahteramateriildanspirituil.Disampingituperkawinan

bukanlahsemata-matakepentingandariorangyangmelangsungkannya

namunjugakepentingankeluargadanmasyarakat.

Perkawinandalam artiluas,adalah:

1.merupakanalatuntukmemenuhikebutuhanemosidanseksualyang

sahdanbenar.

2.suatumekanismeuntukmengurangiketegangan.

3.carauntukmemperolehketurunanyangsah.

4.mendudukifungsisosial.

5.mendekatkanhubunganantarkeluargadansolidaritaskelompok.

3Ibid.
4 AhmadAzharBasyir.2008.Hukum PerkawinanIslam.Yogyakarta:UIIPress,

halaman1.
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6.merupakanperbuatanmenujuketaqwaan.

7.merupakan suatu bentuk ibadah,yaitu pengabdian kepada Allah

mengikutisunnahRasulullahSAW.

Tujuanperkawinanmerupakan“ibadah”ituamatluas.Setiapamal

baik,menolongsesama,usaha-usahaproduktifyanglain,bahkanucapan

yangbaiksajamerupakanbagiandariibadahseorangmuslim yangbenar

bagiPenciptanya.Apabilasuamiistriitumemperhatikantujuanutamanya

perkawinanini,tujuanpokokadalahbersatunyakeduabelahpihak,dengan

mudah mereka akan mengerticara untuk saling membantu dalam

mencapaitujuanini.Tujuanpokokiniadalahtujuanyangjauhlebihbesar

ketimbang keinginan birahisemata-mata.Merekadapatbelajarsaling

menghargaisatusamalain,mencintaiAllahdalam keluargamerekadan

terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan

kekuranganmereka.5

Dalam kehidupannyataperkawinantidakselamanyaberlangsung

mulus dan harmonis seperti yang diharapkan. Pertengkaran dan

percekcokan dapat munculyang menjadibenih perpecahan sering

mewarnairumahtangga.Halinimungkindikaitkanolehadanyaperubahan

-perubahantertentuyangmempengaruhikehidupansuamiistri.Padasaat

keretakansudahterjadidankeduanyatidakmampumengendalikanserta

tidakadaniatuntukmencarisolusi,makapenyelesaianlewatperceraian

tidakbisadielakkan.

5 A Rahman I.Doi.2016.Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah).
jakarta:PT.RajaGrafindoPersada,halaman152.
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Ketentramandankeharmonisanyang semulamenjadidambaan

dan tujuan berkeluarga menjadigoyah,yang akhirnya tidak mampu

dipertahankan.Ketentramandankedamaianyangdidambakanberubah

menjadipertikaiandanpertengkaran,rumahtanggabukanlagiseperti

istanadansurgatetapiberubahbagaikanpenjaradanneraka.6Perceraian

merupakan salah satu jalan untuk penghapusan perkawinan dengan

putusanhakim atautuntutansalahsatupihakdalam perkawinanitu.

Dalam halperceraiantentunyaharusmemilikialasanyangkuat

yang dapatdijadikan sebagaidasarkeinginan untukbercerai.Alasan-

alasanyangdapatdijadikandasaruntukperceraianadalah:7

1.Salah satu pihak berbuatzina atau menjadipemabuk,pemadat,

penjudi,danlainsebagainyayangsukardisembuhkan.

2.Salahsatupihakmeninggalkanyanglainnyaselama2(dua)tahun

berturut-turuttanpaizinpihakyanglaindantanpaalasanyangsah

karenahalinilaindiluarkemampuannya.

3.Salahsatupihakmendapathukumanpenjara5 (lima)tahunatau

hukumanyanglebihberatsetelahperkawinanberlangsung.

4.Salahsatupihakmelakukankekejamanataupenganiayaanyangberat

yangmembahayakanterhadappihakyanglain.

5.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang

mengakibatkan tidakdapatmenjalankan kewajiban sebagaisuami

6 HilmanHadikusuma.2014.Hukum PerkawinanAdat.Bandung:PTCiptaAditya
Bakti,halaman169.

7Pasal9PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor9Tahun1975tentang
PelaksanaanUndang-UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan.
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istri.

6.Antarasuamiistriterusmenerusterjadiperselisihandanpertengkaran

dantidakadaharapanakanhiduprukunlagidalam rumahtangga.

YahyaHarahapmenjelaskandalam bukunya,apabilasuamihendak

menceraikanistri,harusmelaluijalurhukum yang harusditempuhnya

melaluigugatanpermohonankePengadilanAgama,menurutketentuan

Pasal66ayat1Undang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilan

Agama.Pasal67hurufaUndang-UndangNomor7Tahun1989tentang

Peradilan Agama,dalam perkara ceraitalaq bisa dilakukan secara

sepihak.8

Fenomena yang terjadidimasyarakat,pasangan suamiistri

melakukan perkawinan secara resmidan dicatatkan.Namun kadang

terjadiketika suamiingin mengakhiriperkawinannya,suamihanya

menceraikanistrinyadenganhanyamengucapkankataceraidenganlisan

saja.Seharusnyasuamidanistriyangmenikahdenganresmi,jikaharus

berceraimaka harus dilakukan dimuka pengadilan dan menggunakan

penetapandarihakim.

Meskipunpadadasarnyadalam KompilasiHukum Islam apabila

suamimengucapkanceraiterhadapistrimakajatuhlahtalaktersebut,

namun perceraian diluarpengadilan akan menimbulkan akibatyang

ditimbulkanterhadapmantanistridananak-anak,sehinggaperlindungan

hukum terhadapistridananaktidaktercapai.

8 YahyaHarahap.2015.KedudukanKewenangandanAcaraPeradilanAgama.
Jakarta:PustakaKartini,halaman231.



6

1.RumusanMasalah

a.Bagaimana kedudukan bagiistriyang diceraikan tanpa melalui

pengadilan?

b.Bagaimanaakibathukum bagiistriyang diceraikan tanpa melalui

pengadilanditinjaudariFikihIslam danUndang-Undang Nomor1

Tahun1974TentangPerkawinan?

c.Bagaimana perlindungan hukum bagiistriyang diceraikan tanpa

melaluipengadilan ditinjau dariFikih Islam dan Undang-Undang

Nomor1Tahun1974TentangPerkawinan?

2.FaedahPenelitian

Manfaatpenelitianmerupakansuatuhalyangsangatperludari

penelitian itu sendiri. Penelitian merupakan penjelasaan mengenai

kegunaanbeberapapihakyangterkaitbaikitupenulis,pihaklembaga,

pembuatkebijakandansebagainya denganpermasalahanyangditeliti.9

Agarpenelitibisaberfaedahpenelitianharusdilakukandenganduahal

yangbaikdanbenar.

a.Dari sisi teroritis, hasil dari penelitian ini diharapakan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu

pengetahuan hukum,khususnya terhadapatmasyarakatsumatera

utaraatauorang-orangyanginginmengetahuitentangPerlindungan

Hukum BagiIstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilanDitinjau

DariFikihIslam DanUndang-Undang Nomor1Tahun1974Tentang

9 Suteki.2018.MetodePenelitianHukum (Filsafat,TeoriDanPraktik).Depok:
RajawaliPers,halaman207.
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Perkawinan.

b.Darisisipraktis,hasilpenelitianinidiharapkanbisasebagaisalahsatu

sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia dan

diharapkantulisaninibisamenjadipemecahmasalahkepadaorang-

orangyanginginmengetahuitentangPerlindunganHukum BagiIstri

YangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilanDitinjauDariFikihIslam

DanUndang-UndangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan.

B.TujuanPenelitian

Berdasarkan pernyataan darirumusan masalah yang diangkat

penulis diatasmakatujuanpenelitianpenulisadalah:

1.Untukmengetahuikedudukanbagiistriyangdiceraikantanpamelalui

pengadilan.

2.Untuk mengetahuiakibathukum bagiistriyang diceraikan tanpa

melaluipengadilan ditinjau dariFikih Islam dan Undang-Undang

Nomor1Tahun1974TentangPerkawinan.

3.Untuk mengetahuiperlindungan hukum bagiistriyang diceraikan

tanpamelaluipengadilanditinjaudariFikihIslam danUndang-Undang

Nomor1Tahun1974TentangPerkawinan.

C.DefinisiOperasional

Defenisioperasionalataukerangkakonsepadalahkerangkayang

menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi konsep-konsep
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khususyangakanditeliti.Konsepmerupakansalahsatuunsurkonkritdari

teori.Namun,demikian,masih diperlukan penjabaran lebih lanjutdari

konsep inidengan jalan memberikan defenisioperasionalnya.10 Oleh

karenanyasesuaidenganjudulskripsiyangdiajukanolehpenulistentang

“PerlindunganHukum BagiIstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilan

Ditinjau DariFikih Islam Dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974

TentangPerkawinan”,makadefinisioperasionalskripsiiniadalah:

1.Perlindunganhukum

Perlindunganhukum adalahmemberikanpengayomankepadahak

asasimanusiayangdirugikanoranglaindanperlindungantersebut

diberikankepadamasyarakatagarmerekadapatmenikmatisemua

hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

perlindungan hukum adalah berbagaiupaya hukum yang harus

diberikanolehaparatpenegakhukum untukmemberikanrasaaman,

baiksecarapikiranmaupunfisikdarigangguandanberbagaiancaman

daripihakmanapun.

2.Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua

pasangan takingin melanjutkan kehidupan pernikahannya,mereka

bisamemintapemerintahuntukdipisahkan.

3.Pengadilan

10
Fakultashukum UniversitasMuhammadiyahSumateraUtara.2018.Pedoman

PenulisanTugasAkhirMahasiswa.Medan:PustakaPrima,halaman17.
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Pengadilanadalahsebuahforum publik,resmi,dimanakekuasaan

publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan

perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh,

administratif,dankriminaldibawahhukum.

4.FikihIslam

FikihIslam adalahsatubidangilmudalam syariatIslam yangsecara

khususmembahaspersoalanhukum yangmengaturberbagaiaspek

kehidupanmanusia,baikkehidupanpribadi,bermasyarakatmaupun

kehidupanmanusiadenganTuhannya.

D.KeaslianPenelitian

Sebelumnyatelahdilakukanpemeriksaanterhadapjudulyangsama

ataurelevandiPerpustakaanUniversitasMuhammadiyahSumateraUtara

khususnyapadaprogram studiIlmuHukum FakultasHukum maupun

dilakukanpenelusuran(searching)disitus-situsresmiperguruantinggi

melaluimediainternetdandiperolehbahwatidakadajudulyangsama

persisruanglingkupnyadenganpenelitianini.Penelitianyangberjudul

“PerlindunganHukum BagiIstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilan

Ditinjau DariFikih Islam Dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974

TentangPerkawinan”menurutsepengetahuanpenulisbelum pernahada

yangmeneliti/mengangkatsebelumnya.Adapunbeberapajudulskripsi

yangrelevanataumemilikikemiripanterhadapjudulyangdiangkatpenulis

yaitusebagaiberikut:
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1.SkripsiLatifahRatnawaty,FakultasHukum UniversitasIbnKhaldun

Bogor,Tahun2017yangberjudul“PerceraiandiBawahTangandalam

PerspektifHukum Islam DanHukum Positif”.Skripsiinimerupakan

jenispenelitianfieldresearchuntukmemberigambaranselengkap-

lengkapnyamengenaiPerceraiandiBawahTangandalam Perspektif

hukum Islam DanHukum Positif.

2.SkripsiEka Widiasmara,NIM B4B 008 075,Mahasiswa Program

PascasarjanaUniversitasDiponegoroSemarang2010,Tahun2010

yang berjudul“Kedudukan Perkawinan Dan Perceraian Dibawah

Tangan DiTinjau DariHukum Islam Dan Peraturan Perundang-

UndanganYangBerlakuDiIndonesia”.Skripsiinimerupakanjenis

penelitian yuridis normatif (Legal Research) untuk mengkaji

KedudukanPerkawinanDanPerceraianDibawahTanganDiTinjauDari

Hukum Islam DanPeraturanPerundang-UndanganYangBerlakuDi

Indonesia.

E.MetodePenelitian

Penelitian adalah suatu cara yang paling dapat

dipertanggungjawabkan secarailmiah,yang dilakukan secarahati-hati,

sistematis, terorganisir, valid dan verivikatif untuk mencari suatu

kebenaraandarisuatupersoalan.Sehingganantinyamendapatkanhasil

yangmaksimal.11Makametodeyangdigunakanpenulisadalah

11
MunirFuady.2018.PendekatanTeoriDanKonsep.Depok:RajawaliPers,

halaman1.
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1.JenisdanPendekatanPenelitian

Dalam penelitianhukum terdapatbeberapapendekatan.Dengan

pendekatantersebut,penelitiakanmendapatkaninformasidariberbagai

aspekmengenaiisuyangsedangdicobauntukdicarijawabnya.Adapun

macam pendekatandalam penelitianhukum adalahsebagaiberikut:

a.Pendekatanperundang-undangan(statueapproach);

b.Pendekatankasus(caseapproach);

c.Pendekatanhistoris(historicalapproach);

d.Pendekatanperbandingan(comparativeapproach);dan

e.Pendekatankonseptual(conceptualapproach).

Dalam penelitianinipenulismenggunakanpendekatanperundang-

undangan(statueapproach)danpendekatanhistoris(historicalapproach).

Halinidikarenakanpenulismenggunakanperaturanperundang-undangan

sebagaidasarawalmelakukananalisis.Peraturanperundang-undangan

merupakantitikfokusdaripenelitiantersebutdankarenasifathukum

yangmempunyaisifathukum yangmempunyaiciricomprehensive,all

inclusivedansystematic.12

2.Sifatpenelitian

Penelitianhukum bertujuanuntukmengetahuidanmenggambarkan

keadaaan sesuatu mengenaiapa dan bagaimana keberadaan norma

hukum danbekerjannyanormahukum padamasyarakat.Berdasarkan

tujuanpenelitianhukum tersebut,makasifatpenelitianinimenekankan

12 JohnnyIbrahim.2017.Teoridan MetodologiPenelitian Hukum Normatif.
Malang:BayuMediaPublishing,halaman303.
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penelitiandeskriptif.Penelitiandeskriptifadalahpenelitianyanghanya

semata-matamelukiskankeadaanobjekatauperistiwanyatanpasuatu

maksuduntukmengambilkesimpulan-kesimpulanyangberlakusecara

umum.13

3.SumberData

Sumberdatayangdigunkandalam penelitiankaliiniadalah:

a.DatayangbersumberdariHukum Islam;yaituAl-Qur’andanAl-Hadist

(SunnahRasul).DatadarAl-Qur’anyangdigunakanadalah(QS.Al-

Baqarahayat232).Datayangbersumberdarihukum Islam tersebut

lazim disebutsebagaidatakewahyuaan.14

b.Data sekunder,yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-

dokumenresmi,publikasitentanghukum meliputibuku-bukuteks,

kamus-kamushukum,jurnal-jurnalhukum,dankomentaratasputusan

pengadilan.15Datasekunderterdiridari:

1)Bahanhukum sekunderdalam penelitianiniadalahbahanyang

memberikanpenjelasanmengenaibahanhukum primer.Bahan

hukum sekunderberupasemuapublikasitentanghukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen hukum resmi.Publikasi

tentanghukum meliputibuku-bukayangterkaittentangmasalah

yang dikaji,hasil-hasilpenelitian,hasilkarya darikalangan

13
Ibid,halaman20.

14Ibid.,
15Ibid,halaman21
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hukum.16

2)Bahan hukum tersier,yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primerdan bahan

hukum sekunderberupakamushukum ataukamusensikolpedia

ataukamusBahasaIndonesiauntukmenjelaskanmaksudatau

istilah-istilahyangsulituntukdiartikan.17

4.AlatPengumpulanData

Penulismelakukanpengumpulandatadengancarasekundermaka

alat pengumpuldata yang digunakan dalam penelitian inidengan

menggunakanstudikepustakaan(libraryresearch)yangdilakukandengan

duacara:

a.Offline;yaitu menghimpun data studikepustakaan dengan cara

berkunjungketoko-tokobuku,keperpustakaanperguruaantinggibaik

ituperpustakaanUniversitasMuhammadiyahSumateraUtaramaupun

perguruan tinggi lainnya, serta perpustakaan daerah guna

menghimpundatasekunderyangdibutuhkandalam penelitianini.18

b.Online; yaitu studikepustakaan (libraryresearch)yang dilakukan

dengancarasearchingmelaluimediainternetgunamenghimpundata

sekunderyangdibutuhkandalam penelitianini.19

5.AnalisisData

Penulis dalam penelitian melakukan studikepustakaan (library

16
Ibid.,

17Ibid.,
18Ibid.,
19

Ibid.,
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research)baikitudilakukansecaralangsungyangbersumberdaribuku-

bukudanartikel-artikelyangterpercayadanjugadilakukandengancara

browsingmelaluimediainternetkemudiandatatersebutakandijadikan

sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu

permasalahandalam penelitianini.Tentunyadaritindakanmenganalisis

tersebut,metodeyangdigunakanpenulisialahmetodeanalisiskualitatif,

yaitumemaparkandatasecarakeseluruhanyangdinyatakansecarabaik,

lengkap,jelas,sistematis,akuratdanefektif.

BABII

TINJAUANPUSTAKA

Tinjauan pustaka berisiuraian sistematis tentang keterangan-

keteranganyangdikumpulkandarikepustakaan.Datayangberasaldari

kepustakaan,harusadahubungannyadenganpenelitiandanmenjunjung

pembahasanyangakanditeliti.Selainitu,tinjauanpustakajugamemuat
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tentang.Konsep-konsephukum yangdiperolehbaikdaribuku-buku,jurnal

ilmiah,yurisprudensimaupunperundang-undanganyangberkaitandengan

objekpenelitian.20

A.Sebab-SebabPutusnyaPerkawinan.

Pasal38Undang-UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan

mengaturtentangputusnyaperkawinanyangmenyatakanbahwa:

Perkawinandapatputuskarena:

1.Kematian;

2.Perceraian;

3.AtasputusanPengadilan.

Putusnyaperkawinankarenakematiansalahsatupihakdarisuami

atauistrimaksudnyaadalahapabilasalahseorangdarikeduasuamiistri

itumeninggaldunia,makaperkawinannyaputuskarenaadanyakematian

tersebut.Atauperkawinanterhapusjikalausalahsatupihakmeninggal.21

Sebagaimanayangdisebutdakam pasal1UUNo.1/1974dijelaskan

bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia,

kekalberdasarkanKetuhananyangMahaEsaataudalam bahasaKHI

disebutdengan mistaqin ghaliza (ikatan yang kuat),namun dalam

relitasnya seringkaliperkawinan tersebutkandas ditengah jalan yang

mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,

perceraianataupunkarenaputusanpengadilanberdasarkansyarat-syarat

20FakultasHukum UniversitasMuhammadiyahSumateraUtara,Op.Cit.,halaman
18.

21Subekti.2016.Pokok-PokokHukum Perdata.Jakarta:PT.Intermasa,halaman
42.

14
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yangtelahditetapkanolehundang-undang.22

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus

karena,kematian,perceraian danatas keputusan pengadilan.Kematian

sebagaisalahsatusebabputusnyaperkawinanadalahjikasalahsatu

pihakbaiksuamiatau istrimeninggaldunia,sedangkan untuksebab

perceraianUUPmemberikanaturan-aturanyangtelahbaku,terperincidan

sangatjelas.Adapunputusnyaperkawinandengankeputusanpengadilan

adalahjikakepergiansalahsatupihaktanpakabarberitauntukwaktu

yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa jangka waktu

untukmenetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seorang itu.

Bahkandidalam penjelasanUUPpasal38tersebutdipandangcukupjelas.

Pasal39UUPerkawinan,perceraianmenjelaskanbahwaperceraian

hanya dapatdilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua

belahpihak.Untukmelakukanperceraianharusadacukupalasan,bahwa

antarasuamiistriitutidakakandapathiduprukunsebagaisuamiistri.

Tatacaraperceraiandidepansidangpengadilandiaturdalam peraturan

perundang-undangantersendiri.Dalam Pasal40UUPerkawinan,gugatan

perceraiandiajukankepadapengadilan.Tatacaramengajukangugatan

tersebutpada ayat(1)pasalinidiaturdalam perundang-undangan

tersendiri.

Selainrumusanhukum dalam Undang-UndangPerkawinantersebut,

22 Martiman Prodjohamidjodjo.2002.Hukum Perkawinan Indonesia.Jakarta:
IndonesiaLegalCenterPublishing,halaman41.
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Pasal113sampaidenganPasal162KHImerumuskangarishukum yang

lebihrinci.SebagaicontohPasal113KHIsamadenganpasal38Undang-

UndangPerkawinan.Pasal114KHImengenaiputusnyaperkawinanyang

disebabkanolehperceraianmakadapatterjadikarenatalakataugugatan

perceraian.Pasal115KHImempertegasbunyiPasal39Undang-undang

perkawinanyangsesuaidengankonsernKHI,yaituuntukorangislam:

PerceraianhanyadapatdilakukandidepansidangPengadilanAgama

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikankeduabelahpihak.23

KHImensyaratkanbahwaikrarsuamiuntukbercerai(talak)harus

disampaikandihadapansidangPengadilanAgama.TampaknyaUUNo.

7/1989tentangPeradilanAgamajugamenjelaskanhalyangsamaseperti

yangterdapatdalam Pasal66ayat(1)yangberbunyi:“Seorangsuami

yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan

permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna

penyaksianikrarTalak”.

Lain halnya dengan alasan-alasan terjadinya perceraian yang

penjelasanyadimuatdalam Pasal19PPNomor9Tahun1975jo.Pasal

116KHIyangberbunyi:Salahsatupihakberbuatzinaataupemabuk,

pemabat,penjudi,danlainsebagainyayangsukardisembuhkan.Salah

satupihakmeninggalkanpihaklainselama2(dua)tahunberturut-turut

tanpaizinpihaklaindantanpaalasanyangsahataukarenahallaindiluar

23 ZainuddinAli.2014.Hukum PerdataIslam diIndonesia.Jakarta:SinarGrafika,
halaman74.



18

kemampuannya.Salahsatupihakmendapathukumanpenjara5(lima)

tahunatauhukumanyanglebihberatsetelahperkawinanberlangsung.

Salahsatupihakmelakukankekejamanataupenganiayaanberatyang

membahayakanpihaklain.Salahsatupihakmendapatcacatbadanatau

penyakitdenganakibattidakdapatmenjalankankewajibannyasebagai

seorang suami/istri.Antara suamidan istriterus menerus terjadi

perselisihanndanpertengkarandantidakadaharapanuntukhiduprukun

lagidalam rumahtangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya

perceraianyangberlakukhususkepadasuamiistri(pasanganperkawinan)

yangmemelukagamaislam yangterdapatpadaPasal116KHI,yaitu:

Suamimelanggar taklik talak.Peralihan agama atau murtad yang

menyebabkanterjadinyaketidakrukunandalam rumahtangga.

BerangkatdariPasal116ini,adatambahanduansebabperceraian

dibandingdenganPasal19PP9Tahun1975yaitusuamimelanggartaklik

talakdanmurtad.Tambahaninirelatifpentingkarenasebelumnyatidak

ada.Takliktalakadalhjanjiataupernyataanyangbiasanyadibacakan

suamisetelah akad nikah.Kalau suamimelanggar“janji”yang telah

diucapkandanistrinyatidakrelalantasmengadukePengadilan,maka

Pengadilanatasnamasuamimenjatuhkantalaksatukhulukkepadaistri.

Jaditakliktalaksebagaisebuahijtihadbarusangatpentingmelindungi

hak-hakwanita.

B.PutusnyaPerkawinanKarenaPerceraian.
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Perceraianmerupakansalahsatupenyebabputusnyaperkawinan.

HalinisesuaiketentuanPasal113KompilasiHukum Islam (KHI),yang

mengaturbahwaputusnyaperkawinan dapatdikarenakan tigaalasan,

yaitukematian,perceraian,danputusanpengadilan.24

Putusnyaikatanperkawinankarenakematianadalahberakhirnya

ikatan suamiistridisebabkan wafatnya salah seorang darimereka.

Adapunyangdimaksuddenganputusnyaperkawinankarenaperceraian

adalah berakhirnya ikatan perkawinan karena perceraian yang

dilangsungkan dipengadilan.Putusnya perkawinan yang disebabkan

karenaperceraiandapatterjadikarenatalakolehsuamiataugugatan

perceraian oleh istri. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan

pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang didasarkan atas

putusanpengadilanselainceraitalakdanceraigugat,sepertipembatalan

perkawinan(fasakh).

KatatalakberasaldaribahasaArabyangbermaknamelepaskan

ataumengurangitalipengikat,baiktalipengikatitubersifatkonkretseperti

tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat

perkawinan.Dalam kamus Arab Indonesia,ceraiadalah terjemahan

bahasaArab“Talak”yangsecarabahasaartinyamelepaskanikatan.

Dalam istilahFiqhperceraiandikenaldenganistilah“Talaq”atau

“Furqah”.Talaq berartimembukaikatanataumembatalkanperjanjian.

Sedangkan Furqah berartiberceraiyang merupakan lawan kata dari

24 Mohd.IdrisRamulyo.2016.Hukum PerkawinanIslam SuatuAnalisisdari
Undang-UndangNo.1Tahun1974danKompilasiHukum Islam.Jakarta:BumiAksara,
halaman152.
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berkumpul.Perkataantalaqdanfurqahmempunyaipengertianumum dan

khusus.Dalam artiumum berartisegalamacam bentukperceraianyang

dijatuhkanolehsuami,yangditetapkanolehhakim.Sedangkandalam arti

khususadalahperceraianyangdijatuhkanolehpihaksuami.25

Ceraisecarabahasatalakbermaknapelepasanikatanyangkokoh.

Pengertian talakmenurutistilah daridefinisioleh ahlihukum sangat

beragam akantetapimaksudnyasamayaitutalakdapatdiartikansebagai

lepasnyaikatanpernikahandanberakhirnyahubunganpernikahan.26Talak

adalahikrarsuamidihadapansidangPengadilanAgamayangmenjadi

salahsatupenyebabputusnyapernikahan,dengancarasebagaimana

dimaksuddalam Pasal129,130,dan131.Jadi,padaintinyatalakadalah

putusnya ikatan perkawinan antara suamiistriyang diakibatkan oleh

sebab-sebabtertetuyangtidakdapatmemenuhitujuandaridiadakannya

suatuperkawinan,yaitukeluargayangSakinahmawaddahwarahmah.

MenurutH.A.FuadSa’idyangdimaksuddenganperceraianadalah

putusnyaperkawinanantarasuami-istrikarenatidakadakerukunandalam

rumahtanggaatausebablain,sepertimandulnyaistriatausuamidan

setelahdiupayakanperdamaiandenganmelibatkankeluargakeduabelah

pihak.27 MeskipunIslam mensyariatkanperceraiantetapibukanberarti

agamaIslam menyukaiterjadinyaperceraiandarisuatuperkawinandan

25 Soemiyati.2014.Hukum PerkawinanIslam danUndang-UndangPerkawinan
No.1Tahun1974.Yogyakarta:PT.LibertiYogyakarta,halaman103

26 H.S.A.AlHamdani.2014.RisalahNikahHukum PerkawinanIslam.Jakarta:
PustakaAmani,halaman203.

27 Abdul Manan. “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses
PenyelesaianPerkaradiLingkunganPeradilanAgama”,dalam JurnalMimbarHukum Al-
HikmahNo.52Th.XII2001.
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perceraianpuntidakbolehdilaksanakansetiapsaatyangdikehendaki.

PerceraianwalaupundiperbolehkantetapiagamaIslam tetapmemandang

bahwaperceraianadalahsesuatuyangbertentangandenganasas-asas

Hukum Islam.28

Perceraianmasihdiperbolehkandalam Islam selamaperkawinan

yangtelahterjaditidakdapatdipertahankanlagi.Inimerupakancarayang

terakhirditempuh dalam suatu perkawinan jika perkawinan tersebut

menemuimasalahyangtidakdapatdiselesaikanmelaluijalanperdamaian.

Adapundasardaridiperbolehkannyatalak,antaralain:

1.Al-Qur’an

Terdapatdalam Surah Al-Baqarah ayat232 yang artinya :

“apabilakamumentalakistri-istrimu,laluhabismasaiddahnya,maka

janganlahkamu(parawali)menghalangimerekakawinlagidengan

bakalsuaminya,apabila telah terdapatkerelaan diantara mereka

dengancarayangma‟ruf.ItulahyangdinasehatkankepadaAllahdan

harikemudian.Itulebihbaikbagimudanlebihsuci.Allahmengetahui,

sedangkamutidakmengetahui.”

SelainituTerdapatjugadalam SurahAt-Thalaqayat1yang

artinya:“WahaiNabi,apabilakamumenceraikanistri-istrimumaka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi)iddahnya(yangwajar)danhitunglahwaktuiddahitu

sertabertakwalahkepadaAllahTuhanmu.Janganlahkamukeluarkan

28 Soemiyati.2005.Hukum PerkawinanIslam danUndang-undangPerkawinan.
Yogyakarta:Liberty,halaman104.



22

merekadarirumahmerekadanjanganlahmereka(diizinkan)keluar

kecualimerekamengerjakanperbuatankejiyangterang.Itulahhukum-

hukum Allah,makasesungguhnyadiatelahberbuatzalim terhadap

dirinyasendiri.KamutidakmengetahuibarangkaliAllahmengadakan

sesudahitusesuatuhalyangbaru.”

2.Sunnah,HadistriwayatAbudDauddanIbnuMajahdanSanadyang

sahih,yangartrinyaDandariIbnuUmar,bahwasesungguhnya

RasullullahSAW bersabda:“Perkarahalalyangpalingdibencioleh

AllahAzzawaJallaadalahTalak.

3.Ijma’,yaitukesepakatanparafuqahayang memperbolehkantalak,

mengingatbahwakarenatalakakandapatterjadiataudilakukanjika

terdapatketidakharmonisan dalam rumah tangga (pada keadaan

suamiistri).

Undang-UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinantidak

terdapatpengertiantentangperceraian,hanyamengaturtentangputusnya

perkawinan serta akibatnya.Putusnya perkawinan karena perceraian

antara suamiistrimaksudnya apabila suamiistriitu bercerai,maka

perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut.Sedangkan

putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapatterjadikarena

pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus

memenuhipersyaratan-persyaratanyangtelahditentukandalam Undang-

UndangyaituPasal6dan7Undang-UndangNomor1Tahun1974tentang

perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhidalam suatu
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perkawinan,makaperkawinannyadapatdibatalkan,sebagaimanatersebut

dalam Pasal8,9dan10Undang-UndangNomor1Tahun1974tentang

Perkawinan.

Pengertianperceraiantidakdijumpaisamasekalidalam Undang-

Undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan

pelaksananya.Namun,meskipuntidakterdapatpengertiansecaraotentik

tentangperceraian,tidakberartiperceraiantidakdiatursamasekalidi

dalam Undang-UndangPerkawinan.bahkanyangterjadijustrusebaliknya,

pengaturanmasalahperceraiandiaturdenganjelasdanterperinci.Halini

lebihjelaslagidilihatpadaperaturanpelaksananya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisidari

perceraianitusendiri,antaralain:

1.MenurutSubekti,perceraianialahpenghapusanperkawinandengan

putusanhakim,atautuntutansalahsatupihakdalam perkawinan.29

2.MenurutR.SoetojoPrawiroharmidjojodanAzizSaefuddin,perceraian

berlainandenganpemutusanperkawinansesudahperpisahanmeja

dantempattiduryangdidalamnyatidakterdapatpeselisihanbahkan

adakehendakbaikdarisuamimaupundariistriuntukpemutusan

perkawinan.perceraian selalu berdasarpada perselisihan antara

suamidanistri.30

3.MenurutP.N.H.Simanjuntak,perceraian adalah pengakhiran suatu

perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas

29Ibid.Halaman23.
30 R.SoetojoPrawiroharmidjojodanAzizSaefuddin.2006.Hukum OrangDan

Keluarga.Bandung:Alumni,halaman109.
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tuntutan darisalah satu pihak atau kedua belah pihak dalam

perkawinan.31

Perceraian bisa terjadikarena keinginan suamiataupun istri,

berdasarkanhaltersebutmakabentuk-bentuktalakperceraianadalah:32

1.CeraiTalak

Perceraianataskehendaksuamidenganalasantertentudan

kehendaknyaitudinyatakandenganucapantertentuatautulisandan

isyaratbagiyang tidak bisa berbicara (bisu).Artinya,bubarnya

perkawinanakibatperceraiandituntaskanolehsuami.Dalam halini

suamilahyangmenjatuhkantalak,sehinggaperkawinanitudinyatakan

bubar.Perceraian yang terjadikarenatalaksuamikepadaistrinya

ditandaidenganadanyapembacaanikrartalak,yaituikrarsuamidi

hadapansidangPengadilanAgamayangmenjadisalahsatusebab

putusnyaperkawinandandilakukansesuaitatacaraperceraianyang

diaturdalam Pasal129,130,dan131(Pasal117KHI).

2.Khulu’

Khulu’adalahperceraianyangdisertaidengansejumlahharta

sebagaiiwadhyangdiberikanistrikepadasuamiuntukmenebusdiri

agarterlepasdariikatanperkawinan.Talakiniyangdiucapkanoleh

istridengan mengembalikan maharyang pernah dibayarkan oleh

suaminya.Artinyatebusan(iwadh)itudibayarkanolehseorangistri

kepadasuaminyaagarsuaminyadapatmenceraikannya.

31 P.N.H.Simanjuntak.2007.Pokok-PokokHukum PerdataIndonesia.jakarta:
PustakaDjambatan,halaman53.

32MuhamadIdrisRamulya.Op.Cit.,halaman154.
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Khulu’diaturdalam kompilasiHukum Islam yaitupadaPasal

119danPasal124.Dalam Pasal119dinyatakanbahwakhulu‟adalah

talakbainsugra,dimanasuamitidakmempunyaihakuntukmerujuk

istrinyawalaudalam masaiddahkecualidenganperkawinanyang

barudanakadyangbaruberdasarkanpersetujuandarimasing-masing

pihak.Selanjutnya,dalam Pasal124dinyatakanbahwakhulu‟terjadi

karenaalasan-alasanperceraiansebagaimanadiaturdalam Pasal116

KompilasiHukum Islam.

Syarat-syaratkhulu‟adalahsebagaiberikut:33

a.Kerelaandanpersetujuan,dimanakhulu‟dilakukanberdasarkan

kerelaan dan persetujuan suamidan istri,dengan maksud

kerelaandanpersetujuanitutidakdapatberakibatkerugian

dipihakoranglain.

b.Istriadalahseorangyangberadadiwilayahsisuamidalam arti

istrinyaatauyangtelahdiceraikan,namunmasihberadadalam

masaiddah.

c.Khulu‟harusdiridhaiolehpihakyangmemberikangantimateri.

d.Khulu‟dengan gantimateriyang sah sebagaimahar,yaitu

setiapyangsahdijadikansebagaihargadanimbalan.

3.CeraiGugat

Menuruthukum Islam perceraianyangberdasarkangugatan

darisalahsatupihakdandilakukanmelaluiprosespengadilan,berarti

33 Syaikh Muhammad Al-utsaimin.2017.Sahih Fiqih Wanita.Jakarta:Akbar
MediaEkaSarana,halaman343-344.
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bahwaperkawinanitudiputuskanolehhakim pengadilanAgamaatas

permintaansalahsatupihak.Fasakhdapatterjadikarenasebabyang

datang setelah berlakunya akad.Pengertian ceraigugatmenurut

KompilasiHukum Islam khususpadaPasal132ayat1adalahgugatan

perceraianyangdiajukanistriataukuasanyapadaPengadilanAgama

yangdaerahhukumnyamewilayahitempattinggalpenggugatkecuali

istrimeninggalkantempatkediamanbersamatanpaseizinsuami.34

Maksuddariceraigugatbahwaistrimengambilinisiatifuntuk

melakukan perceraian terhadap suaminya dengan alasan tertentu

yangtelahdiaturdalam Pasal116KompilasiHukum Islam.Dalam

hukum Islam haktalakinihanyadiberikankepadasuami(laki-laki)

yangdimaksudkanagarterjadinyaperceraianlebihdapatdiminimalisir

daripada jika hak talak diberikan kepada istri,35 serta berbagai

pertimbanganyaitu:36

a.Talaktetapadaditangansuamisebabsuamimempunyaisikap

rasional,sedangkanistribersifatemosional.

b.Talakdijatuhkanolehsuamiataupihaklainatasnamasuami,

sepertiPengadilanAgama.

c.Istriberhak mengajukan talak kepada suamidengan alasan

tertentulewatqadi(PengadilanAgama).

34AbdulManandanM.Fauzan.2016.Pokok-PokokHukum PerdataWewenang
PengadilanAgama.Jakarta:RajaGrafindoPersada,halaman51

35 AbdulGhofurAnshori.2016.Hukum PerkawinanIslam (PerspektifFikihdan
Hukum Positif).Yogyakarta:UIIPress,halaman105-106.

36 SlametAbidin,Aminuddin.2016.FiqihMunakahat2,Cetkan1.Bandung:Cv
PustakaSetia,halaman16
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d.Talakbisakembalilagiantarakeduasuamiistrisesuaidengan

ketentuanagama.

e.Bagimantanistriadamasaiddahdanmemilikihakmenerima

mut’ahdannafkahdarimantansuami.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa

perkawinan dapatputus dikarenakan beberapa sebab,yaknikarena

kematian,perceraian,danatasputusanpengadilan.Kematiansebagai

penyebabputusnyaperkawinanadalahjikasalahsatupihakbaiksuami

atauistrimeninggaldunia.Sedangkanuntuksebabperceraian,Undang-

UndangnPerkawinanmemberikanaturanyangtelahbakudanterperinci.

Adapunputusnyaperkawinandengankeputusanpengadilanadalahjika

kepergiansalahsatupihaktanpakabarberitauntukwaktulama.Undang-

UndangPerkawinantidakmenyebutkanberapalamajangkawaktuuntuk

menetapkanhilangnyaataudianggapmeninggalnyaseseorangitu.37

Undang-UndangNomor1tahun1974danPPNo.9Tahun1975

hanyamemuatpengertianperceraian,yangterdiridariceraitalakdancerai

gugat.Iniberartibahwa Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tidak

mengaturlebihlanjutmacam-macam perceraianitujustrulebihbanyak

pengaturanhukumnya.Namundemikian,macam-macam perceraianyang

berakibathukum putusnyaperkawinanitutetapdapatbermuarapada

ceraitalakdanceraigugatsertaalasanalasanhukum perceraiannyayang

telahdiaturdalam Undang-UndangNomor1Tahun1974danPPNo.9

37 LiliRasjidi.2012.Hukum Perkawinan dan Perceraian diMalaysia dan
Indonesia.Bandung:Alumni,halaman291.



28

Tahun1975.38

Undang-undangNomor1tahun1974tentangperkawinanmengenal

2jenisgugatanperceraian,yakni:

1. CeraiTalak

CeraitalakadalahceraikhususbagiyangberagamaIslam,di

mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada

pengadilanagamauntukmemperolehizinmenjatuhkantalakkepada

istri,berdasarkanagamaIslam,ceraidapatdilakukanolehsuami

denganmengikrarkantalakkepadaistri,namunagarsahsecara

hukum suamimengajukan permohonan menjatuhkan ikrartalak

terhadappermohonandihadapanpengadilanagama.

Halinidiaturdalam Undang-UndangNomor7Tahun1989

tentangPeradilanAgamadalam Pasal66yangmenyatakanbahwa

seorangsuamiyangberagam Islam yangakanmenceraikanistrinya

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan

sidanggunamenyaksikanikrartalak.39

Pemeriksaan perkara cerai talak bukan hanya sekedar

persidangangunamenyaksikanikrartalak,akantetapihaksuami

dalam menjatuhkan talak sebagian besar beralih ke tangan

pengadilan.Bolehatautidaknyasuamimenjatuhkantalakkepada

istri,bergantungkepadapenilaiandanpertimbanganmajelishakim

38 Muhammad Syaifuddin.2014.Hukum Perceraian.Jakarta:SinarGrafika,
halaman116

39 MuktiArto.2014.PraktekPerkaraPerdataPadaPengadilanAgama.Jakarta:
PenerbitPustakaPelajar,halaman206.
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setelahmendengarkanpendapatdaribantahanistri.40

Walaupun Undang-Undang menentukan sifatperkara cerai

talakberupa “permohonan‟yang identikdengan gugatvolunteer

yang murnipada umumnya.Gugatvolunteeryang murniadalah

sepihak,hanyapemohonsaja.Pihaklainyangdisebuthanyasebagai

obyek,tidakberdirisebagaisubyek.Olehkarenaitu,perkaracerai

talakpadadasarnyatidakberbedadengangugatcontentiosapada

umumnyaataugugatsengketa.Istrisebagaitermohonberdiridan

berkedudukansebagaipihakdansubyekperdata.Istrimemilikihak

penuhuntukmembelakepentingannyadalam prosespersidangan

yangbersifatcontradictoir,istriberhakmengajukanduplik,alat-alat

buktidanbahkanmengajukanupayabanding.41

2. GugatanPerceraianatauceraiGugat

CeraiGugatyaitu gugatan ceraiyang diajukan oleh istri

(penggugat)terhadapsuami(tergugat)kepadapengadilanagama

danberlakupulapengajuangugatanterhadapsuamiolehistriyang

beragamanonIslam dipengadilannegeri.Halinitercantum dalam

Pasal73Undang-UndangNomor7Tahun1989tentangPeradilan

Agamayangmenyatakanbahwagugatanperceraianyangdiajukan

olehistriataukuasanyakepadaPengadilanyangdaerahhukumnya

meliputitempatkeadilan penggugat,kecualipernggugatdengan

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

40M.YahyaHarahap.2016.KedudukanKewenangandanAcaraPeradilanAgama
Undang-UndangNo.7Tahun1989.Jakarta:SinarGrafika,halaman216.

41Ibid.
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penggugat.Mengenaigugatanperceraianatauceraigugat,halini

diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan

PemerintahNomor9Tahun1975.

C.PerlindunganHukum BagiParaPihakAkibatPerceraian.

Perlindunganhukum adalahmemberikanpengayomankepadahak

asasimanusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikankepadamasyarakatagarmerekadapatmenikmatisemuahak-

hakyangdiberikanolehhukum ataudengankatalainperlindunganhukum

adalahberbagaiupayahukum yangharusdiberikanolehaparatpenegak

hukum untukmemberikanrasaaman,baiksecarapikiranmaupunfisik

darigangguandanberbagaiancamandaripihakmanapun.42Perlindungan

hukum adalahperlindunganakanharkatdanmartabat,sertapengakuan

terhadap hak-hak asasimanusia yang dimilikioleh subyek hukum

berdasarkanketentuanhukum darikesewenanganatausebagaikumpulan

peraturan atau kaidah yangakan dapatmelindungisuatu haldarihal

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang

mengakibatkantidakterpenuhinyahak-haktersebut.43

Perlindungan hukum adalah penyempitan artidariperlindungan,

dalam halinihanyaperlindunganolehhukum saja.Perlindunganyang

42SatjiptoRaharjo.2012.IlmuHukum.Bandung:PT.CitraAdityaBakti,halaman
74.

43 Phillipus M.Hadjon.2002.Perlindungan Hukum BagiRakyatIndonesia.
Surabaya:PT.BinaIlmu,halaman25.
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diberikanolehhukum,terkaitpuladenganadanyahakdankewajiban,

dalam haliniyangdimilikiolehmanusiasebagaisubyekhukum dalam

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.Sebagai

subyekhukum manusiamemilikihakdankewajibanuntukmelakukan

suatutindakanhukum.44

Perlindunganhukum adalahtindakanatauupayauntukmelindungi

masyarakatdariperbuatansewenang-wenangolehpenguasayangtidak

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

martabatnyasebagaimanusia.MenurutMuchsin,perlindungan hukum

merupakan kegiatan untuk melindungiindividu dengan menyerasikan

hubungannilai-nilaiataukaidah-kaidahyangmenjelmadalam sikapdan

tindakandalam menciptakanadanyaketertibandalam pergaulanhidup

antarsesamamanusia.

Bagiistriyang diceraikan sepihakdiluarpengadilan,maka istri

dapatperlindungan hukum atas hak harta perkawinan dengan cara

diadakanpembagian.Pembagiandilakukanmenuruthukum adatyang

berlaku dalam masyarakat setempat. Pembagian yang dimaksud,

dilakukandenganmembagikanhartabersamasuamiisterimenjadidua

bagian.Satubagianuntukbekassuamidansatubagianlagiuntukbekas

istri.Carapembagiannya,yaitudenganterlebihdahulumengalkulasikan

semuahartakekayaanyangadadalam jumlahuang.Kemudiansetelah

44CSTKansil.2010.PengantarIlmuHukum danTataHukum Indonesia.Jakarta:
BalaiPustaka,halaman102.
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dikurangiuntukperlunasanhutangkeduabelahpihakjikaadadansegala

biayauntukkeperluantersebut,sisanyadibagikepadasuamiistriyang

masing-masingmendapatsatubagian,padakasusyangterjadidalam

pembagianhartabersamaini,parapihakmengundangpihakketigauntuk

membantuikutmenyelesaikanmengenaipembagianini.

BABIII

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

A.KedudukanBagiIstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilan.

Setiaphubunganperkawinanyangdilakukanolehsetiaporangakan

menimbulkansuatuakibathukum,dengankatalainsuatuakibathukum

timbulkarenaadanyasuatuperistiwahukum.Dalam prosesterjadinya
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suatuperceraianyangmengakibatkanadanyaperubahanstatusseorang

istridanjugamempengaruhistatusseoranganakyangdiperolehdarihasil

perkawinan tersebut,maka status harus memilikikepastian hukum.

Sebelumnyatelahdijelaskanbahwabanyakhalyangmempengaruhisuatu

perceraian dan banyak syaratyang harus dipenuhiagartercapainya

kepastianhukum dalam suatuperceraian.

Menuruthukum Islam,perceraiandapatdilakukandenganbeberapa

caratergantungdaripihaksiapayangmenghendakiatauberinisiatifuntuk

memutuskanikatanperkawinan(perceraian)tersebut.Dalam haliniada

empatkemungkinandalam perceraian,yaitu:45

1.Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan

kehendaknyaitudinyatakandenganucapantertentuatautulisandan

isyaratbagiyangtidakbisaberbicara(bisu).Termasukdalam halini

talaq,ila’danzhihar.

2.Perceraian atas kehendak istridengan alasan istritidaksanggup

melanjutkanperkawinankarenaadasesuatuyangdinilainegatifpada

suaminyasementarasuaminyatidakmaumenceraikannya.Bentukini

disebutdenganKhulu’.

3.Perceraian melaluiputusan hakim sebagaipihak ketiga setelah

melihatadanyasesuatupadasuamiataupadaistriyangmenunjukkan

hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan.Bentuk ini

disebutFasakh.

45Supriatnadkk.2011.FiqihMunakahatII.Jakarta:BumiAksara,halaman17.

31



34

4.Perceraian (putusnya pernikahan)ataskehendakAllah SWT.yaitu

ketikasalahsatudaripasangansuami-istrimeninggaldunia.

Dariempatkemungkinandiatasjelaslahbahwaperceraianterjadi

bisakarenakeinginandarisalahsatupihaksaja,danatauperceraian

terjadikarena keinginan kedua pihak serta adanya kematian yang

memisahkan keduanya.Perceraian yang dilakukan diluarpengadilan

hanyaadadandilakukansahmenurutagamayaitupadaagamaIslam saja,

karenadalam Islam telahjelasmengaturhaltersebut.Namun,haltersebut

belum dapat menjamin kepastian hukum bagiseorang istriyang

diceraikantersebut.Pasal39ayat1menyebutkanbahwaperceraianhanya

dapatdilakukan didepan sidang pengadilan,setelah pengadilan yang

bersangkutanmendamaikankeduabelahpihak.Denganadanyaketentuan

tersebut,makaketentuantersebutjugaberlakubagipasangansuamiistri

yangberagamaIslam.

Kebanyakanlaki-lakiyangmenceraikanistrinyadenganceraitalak

dantidaklangsungmemproseskepengadilanagama,denganalasanyaitu:

1.Telah memilikiwanita lain dan ingin cepatmengakhirihubungan

denganisterinya.

2.Maluatasperceraiannya.

3.Takutakanbiayapersidanganyangmungkindibebankankepadanya.

4.Prosespersidanganyangmenyitawaktu.

5.Khawatirterhadaptuntutanistriakanhak-haknya.

Dengan alasan-alasan tersebut, jelaslah bahwa suami tidak
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mementingakanstatusistridanataudengankatalainsuamitersebut

tidak mau bertanggungjawab sehingga tidak mengajukan ceraike

pengadilanagama.

1.Status hukum istriyang telah diceraikan secara sepihak oleh

suaminya.

Status seorang istriyang telah diceraitalak darisuaminya

menurutagamaseorangistritersebuttelahbercerai,namunmenurut

hukum yang berlaku diIndonesia suatu perceraian tetap harus

dilakukandidepanPengadilanAgamauntukyangberagamaIslam.

Sesuai dengan pernyataan ibu X suaminya setelah

menceraikannya,suaminyapunpergiselama2(dua)tahuntanpaada

kabarberita.Jadidalam halinisangistriharusmenafkahidirinya

sendiridan anaknya serta mengasuh anaknya.Dengan demikian

statussangistritidakberubahkarenaperceraianyangdilakukannya

belum disahkandiPengadilanAgama.Apabilasangistriinginmenikah

lagidiaharusmengajukanceraigugatkePengadilanAgama,agar

statusnyajelasuntukdapatmelanjutkankepernikahanselanjutnya.

PadakenyataannyaibuXtidakjugamengajukanceraigugatke

PengadilanAgamadenganalasan-alasan:

a. Diamasihmengharapkanmantansuaminyarujukdengannya,

karenamasihmencintaisuaminya.

b. Masih berharap bisa memperbaikihubungannya dikarenakan

anakhasilperkawinanmereka.
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c. Adarasatakutuntukmengajukangugatankarenatakuthakasuh

anaknyaakanberpindahkesuaminya,karenaibuXhanyabekerja

sebagaipembantu rumah tangga setelah ditinggalkan oleh

suaminya.

d. Tidaksanggupsecaraekonomiuntukmelakukangugatanke

PengadilanAgama

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi,baik itu

berdasarkankehendaksatudiantarakeduabelahpihakyang

seharusnyatidakperlucampurtanganpihakketiga,dalam halini

pemerintah,tetapidemimenghindaritindakansewenang-wenang,

terutamadaripihaksuami(karenapadaumumnyapihakyang

superiordalam keluargaadalahsuami)danjugauntukkepastian

hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga

peradilan.46 Perceraian yang tidak melaluisaluran peradilan

merupakan perceraian yang tidaksah atau tidakdiakuioleh

negara.Perceraian melaluisaluran peradilan sejatinya lebih

melindungihak-hak perempuan dan menciptakan kepastian

hukum bagipelakuperceraian.

Padadasarnyasetiapistriyangtelahdiceraidiluarpengadilan

olehsuaminyadenganlangsungistritersebuttelahberubahstatus

secaraotomatissebagaiseorangjanda,karenaceraidiluarpengadilan

telah sah menurutagama.Oleh sebab itu,sang istrijuga tidak

46MuhammadSyaifuddin,dkk.Op.Cit.,halaman19.
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dinafkahilagioleh suamiakarta:nya sehingga suamipun tidak

menjalankankewajibanterhadapistrinyalagi.Inilahkenyataanyang

terjadiseorang istriyang telah diceraIdiluarpengadilan secara

otomatislangsungberalihstatussebagaijandadantidakmemperoleh

hak-haknya lagi sebagai istri,dan janda tersebut benar-benar

menjalanikehidupansebagaijandayangmenghidupidirinyasendiri

dananak-anaknya.Dansangsuamipunyangtelahmerasadirinya

sebagaiduda benar-benar tidak lagimenjalankan kewajibannya

sebagaisuami.

B.AkibatHukum BagiIstriYangDiceraikanTanpaMelaluiPengadilan

DitinjauDariFikihIslam DanUndang-Undang Nomor1Tahun1974

TentangPerkawinan

1.AkibatHukum TerhadapAnakAkibatdariPerceraianyangDilakukan

SecaraSepihak

Status hukum anak setelah adanya perceraian sepihak yang

dilakukankeduaorangtuanya.Statushukum seoranganaktidakberubah

hanyakarenaperceraianorangtuanya,anaktetapmerupakananaksah

darikeduaorangtuanyasepertiyangtertuangpadaaktekelahirannya.Hal

tersebutsesuaidenganPasal42Undang-UndangNomor1Tahun1974

tentangPerkawinan,bahwaanaksahyaituanakyangdilahirkandalam

suatuakibatdariperkawinanyangsah.Sehinggadengandemikiananak

tetapberhakmemperolehhak-haknyasebagaianak.

Berkaitandenganhalitupula,perlujugauntukmelihatketentuan
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dalam ajaranagamaIslam,yangdalam halinitermuatdalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI).Anaksahdalam KHIadalahanakyangdilahirkan

dalam atauakibatperkawinanyangsahdanhasilpembuahansuamiistri

yangsahdiluarrahim dandilahirkanolehistritersebut.Jelaslahbahwa

anaksahitumemilikihubungankeperdataandenganorangtuanya,baik

denganibumaupunayahnya.Bahkanhubungantersebutberlanjuthingga

kakeknenekdarigarisayahibunyateruskeatas.Dengandemikiananak

sahmemilikihakyangtetapdantidakberubahmeskipunkeduaorang

tuanyatelahbercerai.

Pada kenyataannya akibatsuatu perceraian secara sepihak ini

sangatberdampakterhadapanakyaitu,anakditelantarkanolehsangayah,

terlantardisinidarisegianaktidakmemperoleh perhatian dan kasih

sayangseorangayahlagidananaktersebutjugasudahtidakmenerima

nafkahuntukbiayahidupnyadariayahnyatersebut.Dengan katalain

seoranganaktelahmengalamiperlakuansebagaimanaanakyangorang

tuanya benar-benarbercerai,darisegihak-haksebagaiseorang anak

sudahtidakdiperolehnyasepertiyangseharusnyaiamiliki.Darisegihak

asuhdanhakmemperolehnafkahhanyaiaperolehdariibunyayangsudah

bersetatusjandasecaraagama.

Tanggung jawab atau pemenuhan hak-hak terhadap anak oleh

suamisebagaikepalakeluarga:

a.Pemberiantunjangannafkahanak

Suamiwajib membayarnafkah untuk anak-anaknya,yaitu
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belanjauntukmemeliharadankeperluanpendidikananak-anaknyaitu.

Sehinggateranglahbahwanafkahituuntukistridananak-anaknya,

sedangkankewajibannafkahitutetapberlaku,meskipunistritelah

diceraikanolehsuaminya,bahkanbekasistriberhakmemintaupah

kepadabekassuaminyauntukmenyusuianaknya.

Pemberiannafkahanaksetelahterjadinyaperceraian,Majelis

Hakim menjatuhkanputusanyangmewajibkanmantansuamiuntuk

membiayaikebutuhananakdariperkawinandenganmantanistrinya.

BesarnyabiayahidupuntukanaktersebutditentukanolehMajelis

Hakim sesuaidengankondisiekonomidarimantansuaminyaatau

ayahnya.PutusanyangsudahditentukanolehMajelisHakim tersebut

kenyataannyatidakdapatdipenuhiolehayahnya.Dengankenyataan

yangdemikiandarikasuspertamadankasuskeduapihakistriatau

ibuyangmemeliharaanakdarihasilperkawinannyamenerimaapa

adanya atau tidak mengajukan protes kepada mantan suaminya.

Mengingathaldemikian,makahaknafkahanaktidaksesuaidengan

putusanpengadilan.Kondisiyangdemikiansebenarnyadapatdiatasi

dengancarapihakyangmemeliharaanakmengajukanprotesatau

komplain kePengadilan yang memutus,yakniPengadilan Agama.

PengadilanAgamaakanmemaksapihakmantansuamiatauayahdari

anakuntukmemenuhisesuaidenganputusanpengadilan.Bilatidak

dipenuhiPengadilanAgamadapatmenjualataumelelanghartamilik

mantansuamiuntukmemenuhikekuranganyangterjadi.Sisahasil
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pelelangandikembalikanpadamantansuamiatauayahanak.

b.HakanakmenurutUndang-undangNomor23Tahun2002tentang

PerlindunganAnakyaitu:

1) Setiapanakberhakuntukdapathidup,tumbuh,berkembangdan

berpartisipasisecarawajarsesuaidenganharkatdanmartabat

kemanusiaan,sertamendapatperlindungandarikekerasandan

diskriminasi.

2) Setiapanakberhakatassuatunamasebagaiidentitasdiridan

statuskewarganegaraan.

3) Setiapanakberkahuntukberibadahmenurutagamanya,berpikir

danberekspresisesuaidengantingkatkecerdasandanusianya,

danbimbinganorangtua.

4) Setiapanakberhakmemperolehpendidikandanpengajarandalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya

sesuaidenganminatdanbakatnya.

c.Hak-hakanakmenurutPasal2Undang-UndangNomor4tahun1979

tentangKesejahteraanAnakyaitu:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan

bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya

maupundidalam asuhankhususuntuktumbuhdanberkembang

denganwajar.

2) Anakberhakataspelayananuntukmengembangkankemampuan

dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan
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kepribadianbangsa,untukmenjadiwarganegarayangbaikdan

berguna.

3) Anakberhakataspemeliharaandanperlindungan,baiksemasa

dalam kandunganmaupunsesudahdilahirkan.

4) Anakberhakatasperlindunganterhadaplingkunganhidupyang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangannyadenganwajar.

d.Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut

Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan,bahwa

keduaorangtuawajibmemeliharadanmendidikanak-anakmereka

sebaik-baiknya,sampaianak-anakitukawinataudapatberdirisendiri,

kewajibanmanaberlakuterus,walaupunperkawinananatarakedua

orangtuaputus.

MengenaiPemeliharaananak(hadhanah)menurutKompilasi

Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum berumur12 tahun

adalahhakibunyadanbiayapemeliharaanditanggungolehayahnya.

Sebelum menentukanpemeliharaanterhadapanaksetelahterjadinya

perceraian,pihakPengadilantelahmengadakankerjasamadengan

KantorCatatanSipildalam halmengurusAktaKelahirannya,danAkta

Kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hak

pemeliharaananak.

Mengenaihak pemeliharaan anak,nafkah anak dan hak

mewarisanak,ternyatatidakadapenetapanyangpasti.Sehingga
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setelahterjadiperceraianperkawinansemuahalyangberhubungan

dengan masalah anak tersebutdiselesaikan secara musyawarah

antarabapakdanibusianak.OlehkarenaituPengadilanAgamatidak

berwenang campurtangan,kecualiapabila dikehendakioleh para

pihakyangberperkaradisebabkantidakterjadikesepakatanantara

keduanya.

Amarputusanmenyebutkanbahwahakhadhanahanakberada

dipihakibu,karenaibudalam gugatanrekonpensinyamemohonke

majelishakim agarhakanakberadadipihakibu.Hakmenafkahianak

menjaditanggung jawab ayahnya sesuaidengan Putusan MARI

Nomor:280 K/AG/2004 tanggal10 Nopember2004.Sedangkan,

seorang ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung

jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya,menurut

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 segala biaya hadhanah

(pemeliharaananak)dannafkahanakmenjaditanggungjawabsesuai

dengankemampuanayahnyasampaianaktersebutdewasa21(dua

puluhsatu)tahun,sehinggadalam situasiataukeadaantersebutanak

masihmembutuhkanbiayakeperluandariorangtuanyakhususnya

ayahyangmerupakankepalakeluargadalam rumahtangga.

Padakenyataannyaanakselamainidiasuholehibunya,karena

ayahnyatidakmampumengurusanak,tidakadakepedulianterhadap

keluarga,halinilahyangmelatarbelakangiperceraianini,mengenai

kewajibannyasuamimenafkahikeluargasebagaikeluarga,tidakjelas
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disesuaikankemampuannyasuami,terkadangsangayahmemberikan

nafkahterkadangtidaksemuatergantungpadakemauandarisang

ayah.Sehingga,untukmemenuhikebutuhansehari-haridankebutuhan

anaknya,sangistrilahyangterpaksamencarinafkah.Haltersebutlah

yangakanterjadiapabilasangistriyangdiceraikansecarasepihak

tidakmendaftarkanperceraiantersebutdipengadilan.

2.AkibatHukum TerhadapHartaBersamaPerkawinan

Perceraianjugaberdampakterhadaphartabersamayangdiperoleh

selamaperkawinantersebutberlangsung.Dalam kasusperceraiansecara

sepihakyangdilakukandiluarpengadilan,makastatusterhadapharta

bersamatidaklahberubahkarenabelum adadilakukannyapembagian

terhadapharta-hartayangmerupakanhak-hakdarimasing-masingpihak

suamidanpihakistri.Sehinggadalam halhartabersamatersebuttidak

dapatdipastikankedudukanhukumnya,sebahagianhartatersebutkelak

akandiperjualbelikanatauakandipindahtangankan.Makahaltersebut

memerlukan kepastian hukum terhadap harta bersama tersebutagar,

tidakterjadimasalahdikemudianhari.

Akibathukum perceraianterhadaphartabersamadiaturpadaPasal

37 Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian,harta bersama

diaturmenuruthukumnyamasing-masing.Lebihjelasdalam penjelasan

pasaltersebutyangdimaksuddenganhukumnyamasing-masingialah

hukum agama,hukum adatdanhukumhukum lainnya.Sehingga,akibat
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hukum dariperceraian yang menyangkutharta bersama berdasarkan

pasaltersebutdiserahkankepadaparapihakyangberceraitentanghukum

manadanhukum apayangakanberlaku,danjikatidakadakesepakatan

antaramantansuamiistri,hakim dapatmempertimbangkanmenurutrasa

keadilanyangsewajarnya.47

Mengenaikalimatdenganmenggunakanhukumnyamasing-masing

yangdiaksudkanpadaPasal37Undang-UndangNomor1tahun1974

tentang Perkawinan dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing

agamanya:

a.Untukyang beragama Islam,ada ketentuan mengenaipembagian

hartabersamadalam KompilasiHukum Islam (KHI),padaPasal97

KHImenyebutkanbahwa,jandaataududaceraihidupmasing-masing

berhakseperduadarihartabersamasepanjangtidakditentukanlain

dalam perjanjianperkawinan.

b.Bagiyang beragama Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian

dalam agama Katolik,karena Katolikmenolak adanya perceraian.

Namun dalam praktiknya,pasangan Katolik tetap dapatbercerai

secaraperdata,walaupunsecaraKatolikperceraiantersebutdianggap

tidak sah.Berdasarkan Pasal126 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,harta bersama bubardemihukum salah satunya karena

perceraian.Lalu,setelahbubarnyahartabersama,kekayaanbersama

merekadibagiduaantarasuamidanisteri,atauantaraparaahliwaris

47HilmanHadikusuma.Op.Cit.,halaman189.
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mereka,Tanpamempersoalkandanpihakmanaasalbarang-barang

itu.Jadi,berdasarkanPasal37Undang-UndangNomor1tahun1974

tentang Perkawinan jo Pasal126 dan 128 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata,perceraianmengakibatkanbubarnyahartabersama

sehingga harta bersama tersebutharus dibagidiantara pasangan

suamiistri.

c.Selain itu,akibatperceraian terhadap harta bersama juga dapat

ditentukanolehhukum adatyangdigunakanparapihak,apabilapara

pihakmenggunakanhukum adatuntukmengaturakibatperceraian.

Sehingga,segalasesuatumengenaihartabersamadiaturberdasarkan

hukum adatyangberlakumasing-masing,dantidakadakesamaan

antaramasyarakatadatyangsatudanyanglainnya.Misalnyapada

masyarakatmatrilinealsepertimasyarakatMinang,umumnyaberlaku

hukum adatyangmenentukanakibathukum perceraian.

Perceraiandiluarpengadilandiawaliadanyapercekcokansecara

terusmenerus,dan akhirnya sang suamimentalakatau menceraikan

istrinyadanlangsungpergimeninggalkanrumahtanpaadakabarberita

sang suamitidak kunjung kembali,sehingga menelantarkan istridan

anaknyayangtelahiatinggalkan.Sehinggadengandemikianistriyang

telahberstatusjandatidakmemperolehhak-haknyadaribagianharta

bersamatersebut.Meskiperceraiandiluarpengadilantelahsahdilakukan

menuruthukum agama,pada kenyataannya haltersebuttidak dapat

menjaminhak-hakistriyangberstatussebagaijanda.
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Beberapa upaya yang dapatdilakukan oleh seorang istriagar

memperolehhak-haknya,yaituyangpertama,denganmelaluipengajuan

gugatan gono-ginisecara tersendiri,maksudnya gugatan gono-gini

diajukanolehistripascaperceraian.Kedua,upayayangdilakukanistriyatu

mengajukangugatangono-ginisecarabersamaandengangugatancerai

(dikomulatifkan),pada proses perkara ceraiyang diikutipula dengan

pembuktian perkara gugatan gono-gini. ketiga, upaya istri untuk

memperoleh hak atas harta gono-ginidiajukan oleh istripada saaat

jawaban atau duplik dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi).

Jelaslah bahwa,Hukum Acara Perdata,dalam kasusperceraian yang

proseskePengadilan,makasalahsatupihakmisalnyaistribisamemohon

hakatasbahagiandarihartagono-giniperkawinan,bisadiajukanbersama

dengan permohonan gugatan perceraian atau permohonan gugatan

terpisahsetelahperkaraperceraiandiproses,untukdiPengadilanAgama

Medan,permohonan mengenaikedudukan harta gono giniumumnya

dimohon oleh istriyang menggugatcerai,dan biasanya permohonan

gugatanhartabersamainidilatarbelakangiolehkeadaanekonomidan

statussosialsuamiyangdigugatcerai.

Hakim dalam memutuskanpemenuhanhakatashartagono-gini

bagiistridiPengadilanAgamadenganmenggunakanasaskeadilanyaitu

dengan beberapa pertimbangan sesuaidengan pemenuhan hak dan

kewajiban suamisebagaikepala keluarga,dengan dibuktikan adanya

pernyataansangistridandikuatkandenganpernyataan-pernyataansaksi-
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saksi lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebutlah hakim dapat

memutuskansuatuyangadilbagipihakistri.

3. AkibatHukum TerhadapTanggungJawabSuamiSebagaiKepala

Keluarga

Sebelum terjadinyaperceraiansuamiberkewajibanmenafkahiistri

dananaknya,selainitusuamisebagaikepalakeluargamemilikitugaslain

seperti:

a.Memberinafkahhidupkepadaistrisepertipemberianmakanandan

tempattinggal.

b.Memberinafkahbatintermasukmenggauliistridenganbaik.

c.Mengasuhanak-anak.

d.Melindungiistridananak-anak.

e.Melindungikehormatankeluargadanhartakeluarga.

f. Membimbingistridananakdenganajaranagama.

g.Bertanggungjawab mendidik akhlak anak-anak dan memastikan

anakanakmendapatkanpendidikanyangbaik.

h.Menjadipenasehatdalam menyelesakanmasalahyangterjadidalam

rumahtangga.

Maka,setelah adanya perceraian yang dilakukan baik secara

sepihakataudiluarpengadilanmaupunperceraianyangdilakukansecara

sahmenuruthukum diIndonesiasuamimemilikitanggungjawabyang

samahanyaporsidaritanggungjawabnyaterhadapistrisudahputusatau

sudahtidakperludilakukan,namunterhadapanaktanggungjawabnya
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sebagaiorangtuasahdarianaktersebuttidaklahberubah.

Tanggungjawabterhadapistriyangtelahdiceraikanatauhak-hak

istriyaitu:

a.MenjalaniMasaIddah

Iddahadalahberasaldarikataal-adddanal-ihsha‟yangberarti

bilangan.Artinyajumlahbulanyangharusdilewatiseorangperempuan

yang telah diceraikan (talak)atau ditinggalmatioleh suaminya.

Adapunmaknaiddahsecaraistilahadalahmasapenantianseorang

perempuan setelah diceraikan atau ditinggalmatioleh suaminya.

Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses

melahirkan,masahaidataumasasuciataudenganbilanganbulan.48

Iddahwajibbagibagiistriyangdiceraiolehsuaminya,baikcerai

karenakematianmaupunkarenafaktorlain.49 Syari‟atIslam telah

menentukantigalaranganyangtidakbolehdilanggarolehperempuan

saatmenjalanimasaiddah.Ketigalarangantersebutsekaligustidak

berlakulagiketikamasaiddahtelahselesai.Ketigalarangantersebut

adalahsebagaiberikut:50

1) Haram menikahdenganlaki-lakilain

48 AbdulQadirMansyur.2012.BukuPintarFiqihWanita:SegalaHalYangIngin
AndaKetahuiTentangPerempuanDanHukum Islam,terj.MuhammadZaenalArifin,
Zaman,Cet.1Jakarta,halaman124.

49 SyaikhKamilMuhammad‘Uwaidah.2015.FiqihWanita,Terj.M.AbdulGhofar,
EM,Pustakaal-KautsarCet.1,Jakarta,halaman449.
50
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Seorangperempuanyang sedangmenjalaniiddahbaik

karenadicerai,fasakhmaupunditinggalmatiolehsuamitidak

bolehmenikahdenganselaindenganlaki-lakiyangmeninggalkan

ataumenceraikannyaitu.Jikaiamenikahmakapernikahannya

dianggaptidaksah,danjikaiamelakukanhubunganbadanmaka

dia terkena hukuman. Ketentuan ini hanya berlaku bagi

perempuanyangmenjalanimasaiddahkarenaperceraianatau

fasakh,bukankarenakematiansuami.Adapunmeminangsecara

terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani

masaiddah,apapunsebabnyahukumnyaharam.

2) Haram keluarrumahkecualikarenaalasandarurat

Perempuan yang sedang menjalanimasa ‟iddah tidak

boleh keluardarirumah yang ditinggalibersama suaminya

sebelum bercerai.Dia baru boleh keluarjika ada keperluan

mendesak,sepertimembelikebutuhanpokokatauobat-obatan.

3) Wajibmelakukanihdad

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib

melakukanihdad(menahandiri)sampaihabismasaiddahnya.

Kataihdadberartitidakmemakaiperhiasan,wewangian,pakaian

bermotif,pacardancelakmata.

b.BiayaIddah

Biayaiddahsetelahterjadinyasuatuperceraiantelahdisepakati

antarapihakyangtelahbercerainamun,dalam kasusdisini,suami
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hanya mentalak istrinya dan meninggalkannya tanpa kabarberita

selama2(dua)tahun,sehinggasangistriselama2(dua)tahunharus

membiayaidirinya sendiribeserta anaknya.Jadidengan kondisi

tersebut,perceraiandiluarpengadilanini,tidakdapatmelindungihak-

hakistridanapabilasangistriinginmemperolehhak-haknyamaka,

hendaklahistriyangsudahdiceraikantersebutmemohonceraigugat

kepengadilanagamaagardapatmemperolehhak-haknyatersebut.

c.KewajibanHakHadhanah(HakAsuhAnak)

Mengenaikewajiban terhadap anakyang menurutPasal45

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah yang orang belum

dewasaataubelum berumurenam belastahun,yaitupertama,kedua

orangtuawajibmemeliharaanak-anakmerekasebaik-baiknya.Kedua,

kewajibanorangtuayangdisebutdalam Pasal(1)berlakusampai

anakkawinataudapatberdirisendiri,kewajibanyangmanaberlaku

meskipunperkawinankeduaorangtuanyatelahputus.

Pemeliharaananakadalahpemenuhanuntukberbagaiaspek

kebutuhanprimerdansekunderanak.Pemeliharaananakmeliputi

berbagaiaspekyaitupendidikan,biayahidupkesehatan,ketentraman

dansegalaaspekyangberkaitandengankebutuhannya.Dalam ajaran

Islam diungkapkanbahwatanggungjawabekonomiberadadipundak

suamisebagaikepalarumahtangga,dantidaktertutupkemungkinan

tanggungjawabituberalihkepadaistriuntukmembantusuaminya

apabilasuamitidakmampumelaksanakankewajibannya.Olehkarna
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itu,amatpenting mewujudkankerjasamadansaling membantu

antarasuamiistridalam memeliharaanaksampaidewasa.Halyang

dimaksudpadaprinsipnyaadalahtanggungjawabsuamiistrikepada

anak-anaknya.dapatdiketahuibahwahadhanah(pemeliharaananak)

merupakankewajiban,tuntutansecarasadarbagaimanapentingnya

pengasuhananaksemenjakdarikecil.Bahkanhadhanahmerupakan

syari‟atagamayangharusdipenuhiorangtua.

Masahadhanahuntukanaklaki-lakiberakhirpadasaatanakitu

tidak ada lagimemerlukan penjagaan dan telah dapatmengurus

keperluannyasehari-hari,sepertimakan,minum,mengaturpakaian,

membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa

hadhanahwanitaberakhirapabilaiatelahbaligh,atautelahdatang

masahaidpertamanya.51

d.BiayaHadhanah

Biayahadhanahsesamaseoranganakdiasuholehibunyasang

ayah wajib tetap menafkahianaknya sesuaidengan kebutuhan

hidupnya.Namun,dalam prakteknya masalah besarjumlah biaya

hadhanahtergantungkesepakatanantaraorangtuanya.Samahalnya

dengan biaya iddah biaya hadhanah juga setelah adanyaputusan

PengadilanAgamatentangperceraiandarikeduaorangtuatersebut

telah ditetapkan biayabiaya untuk hadhanah, namun pada

kenyataannyapihakyangdibebankanmembayarbiayahadhanahtetap

51TihamidanSahariSahrani,Op.Cit,halaman224.
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tidakdapatdipastikanapakahdiamenjalankanputusanhakim dengan

benar-benaratautidakmenjalankanputusantersebut.

e.BiayaMut’ah

Terkaitdengankasusini,perkawinanputuskarenatalak,maka

bekassuamiwajib:52

1) Memberimut’ahyanglayakkepadabekasistrinyabaikberupa

uangataubenda,kecualibekasistrinyatersebutqablaaldukhul.

2) Memberinafkah,maskandankiswahkepadabekasistriselama

masaiddah,kecualibekasistritelahdijatuhkantalakba’inatau

nusyuzdandalam keadaantidakhamil

Nafkah mut’ah adalah pemberian daribekassuamikepada

istrinyayangdijatuhitalakberupauangataubendalainnya.

f. Pembagianhartabersama

MenurutPasal35sampaidenganPasal37Undang-Undang

Nomor1tahun1974tentangPerkawinandisebutkanbahwaharta

bendayangdiperolehselamaperkawinanmenjadihartabersama.Jadi

hartabersamaadalahhartabendayangdiperolehselamaperkawinan.

Sedangkanhartabawaandarimasing-masingsuamiistridanharta

bendayangdiperolehmasing-masingsebagaihadiahatauwarisan,

adalahdibawahpenguasaanmasing-masing sepanjang parapihak

tidak menentukan lain.Terkaitkasus tersebutapabila sang istri

52Pasal149KompilasiHukum Islam.
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menggugat ke Pengadilan Agama maka istri tersebut akan

memperolehbagiandarihartabersamatersebut.

g.Biayamasalampau

Nafkahmadliyahadalahsuatuhalyangmerupakankewajiban

atasseseorangyangtidakdilakukanpadazamanlampauataupada

masayangtelahlalu.Dalam halini,dilakukanolehseorangsuami

kepadaistridananaknyayangseharusnyamemberinafkahyangtelah

lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih

berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum

terbayarkan,olehkarenaituselamanafkahterutangtersebutbelum

dibayarkanolehsuamikepadaistridananaknyamakasuamimasih

memilikihutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhinafkah

keluarganya.Sedangkan,MenurutpendapatMochtarKusumadjaya,

pada saatistritidak diberinafkah oleh suaminya,halinidapat

menyebabkan istrinya tersebutmeminjam uang atau barang dari

orang lain atau memakaiuang atau barangnya sendiriuntuk

memenuhikeperluanhidupnya,olehkarenaitusuamiwajibmembayar

kepadaistrisebagaimanaiawajibmembayarhutangnya.53

Terkaitdengan fakta yang terjadidimasyarakat,apabila

seorang suami terbukti tidak menjalankan tanggungjawabnya

menafkahiistridananaknyaselama2(dua)tahuntersebutmakaakan

dikenakan biaya masa lampau,namun haltersebutsama halnya

53 KamalMuchtar.2016.Asas-AsasHukum Islam TentangPerkawinan.Jakarta:
BulanBintang,halaman135.
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dengan biaya-biaya lainnya tidak dapatdipastikan bahwa biaya

tersebutakantetapdijalankansesuaidengankeputusanhakim atau

tidak.Semuanyatergantungpadakeduapihakyangberceraiapakah

haltersebutdipermasalahkanataudirelakanolehpihakistriyangtelah

diceraikan.Terkaitdenganfaktadariperceraiandiluarpengadilanhal-

haltersebuttidakdilaksanakansehinggatidakadanyajaminanbagi

seorang istriyang telah diceraikan diluarpengadilan khususnya

kepadaibuXyangmerasatidakmendapatkanhak-haknyasehingga

disarankan agar ibu X mengajukan gugatan perceraiannya ke

pengadilanagamauntukmendapatkanstatushukum yangberkaitan

dengan hak-haknya termasukbiaya masa lampau dan biaya-biaya

lainnya.

Berubahnya status Ibu X sebagai janda karena adanya

perceraian diluar pengadilan tersebutjuga berdampak langsung

terhadapanaksehinggajelaslahbahwaperceraiandiluarpengadilan

tersebutmenyebabkan seluruh akibatterhadap perceraian tetap

berjalanmeskipunhak-hakyangseharusnyadiperolehjandadananak

yang dihasilkan dalam perkawinan tidak diterima oleh janda dan

anaknya karena suami yang telah menjadi duda melalaikan

kewajibannya.

C.Perlindungan Hukum BagiIstriYang Diceraikan Tanpa Melalui

PengadilanDitinjauDariFikihIslam DanUndang-Undang Nomor1

Tahun1974TentangPerkawinan
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Apabila direnungkan secara filosofi,bahwa pertengkaran dan

perselisihandalam suaturumahtanggaadalahsesuatuhalyanglumrah

danmungkinterjadisertabersifatalami.Halitusangatmungkinterjadi

karenasuamidanistriadalahduainsanyangmemangberbeda,baikdari

segilatarbelakangpendidikan,keluarga,lingkungansosial,karakterdan

sifatmasing-masing,maupunperbedaanstatussosialdanlainsebagainya.

Perbedaan-perbedaanitulahyangsecaraalamimenyebabkansuamiistri

memilikipolapikirberbeda,akibatnyasuamiistriakanseringberbeda

pandangan dalam menyelesaikan suatu masalah,termasukdalam hal

menempuh“cara”untukmenyelesaikanmasalahtersebut.

Perbedaan-perbedaan latarbelakang kehidupan itu juga sering

menimbulkan perbedaanharapan dancita-cita.Kondisiyang memang

sudahterciptasecaraalamitersebutkemudiandisatukandalam sebuah

ikatan yang kokoh disebutdengan rumah tangga,dalam perbedaan-

perbedaan itu tentu saja besar kemungkinan akan menimbulkan

pergesekan-pergesekan kepentingan,sehingga berwujud dalam bentuk

perselisihandanpertengkaran.

Keadaantersebutmemicuterjadinyaperceraian,danadabeberapa

faktor-faktoralasanperceraiandiluarpengadilanmasihterjadi,yaitu:54

1.Adaancamanatauintimidasidaripihaksuami,dimanasebagian

besarpihakperempuanmerasatakutkepadapelakuyangsebagian

besaradalahsuamidarikorban;

54WahyuErnaningsih.“PerspektifGenderDalam Undang-UndangKekerasanDalam
RumahTangga”.dalam JurnalIlmiahPusatStudiWanitaJipswari,Vol.I,Palembang:
Unsri,No.1Tahun2010.
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2.Menyangkuthargadiridalam kehidupanmasyarakatkarenaapabila

pihakistriyangmenggugat,imagedimasyarakattidakbaik;

3.Faktorbudaya.masyarakatmasihbanyakmenilainegatifperempuan

yangbercerai;

4.Ketergantunganekonomiyangbegitubesarterhadapsuamimembuat

perempuanmerasatidakberdayamenghidupidirinyasendiri;

5.Pengetahuanyangminim mengenaiprosespersidangan,pembagian

hartagonogini,hakasuhanakdanlain-lain;

6.Perspektifhakim yang masih bias dan cenderung menyalahkan

perempuandalam menyikapimasalahgugatcerai;

7.Prosespersidanganyanglamadanbiayatertentudarikorban,proses

perceraiandiPengadilanAgamaberlarut-larutkarenaharusmenjalani

beberapapersidangan.Berbedadenganperceraianyangdilakukandi

depan penghulu yang langsung dapatdiputuskan langsung jika

pasangan suami-istri yang akan bercerai telah benar-benar

menginginkanperceraian;

8.Kaum perempuanbersikappasrahpadakeadaanmenerimasegala

kenyataan termasuk bentuk perlakuan misalnya kekerasan fisik,

maupunmentalyangdilakukansuaminyadalam rumahtangga;

9.Kaum perempuanbelum mempunyaikesadaranakanhak-haknyadan

belum beraniakan eksistensidan kompetensinya apabila akan

melakukangugatceraidipengadilan;

10.Pihakpengadilansampaisaatinimengakuitidakmemilikidayapaksa
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untukmenekanmantansuamiagarmenjalankankewajibanhukum

mereka

11.Masih ada pengaruh stereotype dan pola pikirmasyarakatyang

disosialisasidantelahterinternalisasi,sertaditurunkandarigenerasi

kegenerasi,sepertiposisidanperangender(laki-lakidanperempuan)

yangberdampakterhadappandanganmengenaipantasatautidak

pantas,bolehatautidakbolehnyasuatuhaldilakukanolehlaki-laki

atauperempuan.

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk

melindungisubjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku disertaidengan sanksi-sanksiapabila ada yang melakukan

wanprestasi.Perlindunganhukum jugamerupakanjaminanhak-hakdan

kewajibanmanusiadalam rangkamemenuhikepentingansendirimaupun

didalam hubungandenganmanusialain.55

Sifatmanusiacenderung inginkepentingannyadipenuhiterlebih

dahulu,tanpamengingatkepentinganoranglaindantidakjarangterjadi

kepentingankepentingansalingbertentangan.Keadaantersebut,apabila

tidakdiaturatautidakdibatasi,makayanglemahakantertindasatau

setidak-tidaknya timbulpertentangan atau gejolak.Berkaitan dengan

perlindunganhukum,makakeadilandankepastianhukum yangharus

diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan

perlindungan.

55 SudiknoMertokusumo.2011.MengenalHukum (SuatuPengantar).Yogyakarta:
Liberty,halaman9.
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Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam

masyarakatseringterjadikonflik,olehsebabitudiperlakukansuatuaturan

untukmengaturkepentinganantaramanusiadalam masyarakat.Sesuai

dengan teori konflik yang menekankan bahwa setiap masyarakat

merupakansubjekdariperubahansosialdanperubahanituadadimana-

mana.Hukum yang berisikaidah-kaidah atau aturan adalah untuk

menjamin adanya kepastian hukum.Pemahaman akan kaidah-kaidah

hukum tersebut,maka masyarakatakan menyadaribahwa kehidupan

bersamaakantertibapabilaterwujudkepastiandalam hubunganantara

sesamamanusia.Hukum yangberisikaidah-kaidahatauaturanadalah

untuk menjamin adanya kepastian hukum.Pemahaman akan kaidah-

kaidah hukum tersebut,maka masyarakat akan menyadaribahwa

kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam

hubunganantarasesamamanusia.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabelterhadap

tindakansewenang-wenangdanhaliniberartiseseorangakandapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakatmengharapkan adanya kepastian hukum,karena adanya

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan mencapaiketertiban

masyarakat.56

Keadilandiartikansebagaiperbuatanatauperlakuanyangadil.Adil

56Ibid.,halaman58.
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adalahtidakberatsebelah,tidakmemihakdanberpihakkepadayang

benar.Keadilanadalahtidakmerugikanseseorangdanmemperlakukan

kepadatiap-tiapmanusiaapayangmenjadihaknya,apabilakeduahal

tersebutdijalankanolehseoranghakim,makabarudikatakanadil.57

Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakimanmenekankanbahwahakim wajib menggali,mengikuti,dan

memahaminilai-nilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.Halinidimaksudkan agarputusan hakim sesuaidengan

hukum danrasakeadilanmasyarakat”.Hakim dilarangmenolakuntuk

memeriksadanmengadilisuatuperkarayangdiajukankepadanya,serta

berkewajiban untuk menggalinilai-nilaihukum yang hidup.Sekalipun

peraturantertulisdapatmemberikankepastianhukum yanglebihkuat,

namunkepastianhukum terutamaberasaldarikepercayaanbahwahukum

tidak diterapkan sewenang-wenang.Hakim sebagaipenegak hukum

mempunyaitugasdankewajibanuntukselalumenggali,mengikutidan

memahaminilai-nilaihukum yanghidupmenurutadatsetempat.58

Perlindungan hukum bagi pihak berperkara, secara umum,

ditegaskan dalam Pasal17 Undang-Undang Nomor:39 Tahun 1999

tentangHakAsasiManusiayangmengaturbahwasetiaporangtanpa

diskriminasiberhak untuk memperoleh keadilan,dengan mengajukan

permohonanpengaduan,dangugatan,baikdalam perkarapidana,perdata

57H.M.ArsyadSanusi,“KeadilanSubstantifdanProblematikaPenegakannya”,Varia
PertadilanMajalahHukum,TahunXXVNo.288,Jakarta:Ikahi,2009

58 F.H.EdyNugroho,“KeberadaanHukum AdatDalam PenegakanHukum Pidana
Indonesia”,GloriaJuris,Vol.8No.1Tahun2008.
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maupunadministrasisertadiadilimelaluiprosesperadilanyangbebas

dan tidak memihak,sesuaidengan hukum acara yang menjamin

pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adiluntuk

memperolehputusanyangadildanbenar.

Tujuanperadilanadalahmenegakkanhukum dankeadilanmaka

hakim harusmelakukanbeberapahal.Pertama,mampumenafsirUndang-

Undangsecaraaktual,agarhukum yangditerapkandilenturkansesuai

dengankebutuhanperkembangankondisi,waktudantempat,diterapkan

sesuaidengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan masa

sekarang;kedua,beraniberperan mencipta hukum baru,dalam hal

peraturan perundangan tidak mengaturpermasalahan tentang suatu

kasuskonkreto;ketiga,beranimenyingkirkanpasalUndang-Undangyang

tidak sesuailagidengan kebenaran dan keadilan:keempat,mampu

berperan mengadilisecara kasuistik,yaitu pengadilan/hakim harus

mampumengadilisetiapperkarayangdiajukankepadanya,harusmampu

mengadiliperkaracasebycase.

Fungsipengadilansecarateknis,adalahmemeriksa,mengadili,dan

memutusperkara.Memutusperkaraatausengketatidaksamadengan

menyelesaikan perkara.Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih

memperdalam lukahatiyangadadandapatmenimbulkanrasabenci,

penasaran atau dendam.Perkara secara yuridis,telah selesai,tetapi

karena salah satu pihak atau bahkan para pihak merasa masih ada

masalahdikemudianhari.
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Salahsatubentukperlindunganhukum bagipasangansuamiistri

yangmelakukanperceraiandiPengadilanadalahdilihatdalam bentuk

putusanpengadilanyangbersangkutan.BentukputusanPeradilanAgama

dapatmerujukkepadaketentuanPasal57ayat(2),Pasal59ayat(2),

Pasal60,Pasal61,Pasal62,Pasal63danPasal64Undang-Undang

Nomor:7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Kemudian selain

daripada pasal-pasalyang disebutdiatas,masalah bentuk putusan

PeradilanAgamaditegaskanlebihlanjutdalam penjelasanPasal60.Dari

ketentuan-ketentuaninilahdapatdiketahuibentukprodukkeputusanyang

dapatdijatuhkan Peradilan Agama,yang terdiridaripenetapan dan

putusan.

1.Bentuk“Penetapan”

SuatuputusanPeradilanAgamadisebutberbentukpenetapan

ditegaskandalam penjelasanPasal60Undang-UndangNomor:7

Tahun1989tentangPeradilanAgama.Menurutpenjelasaniniyang

disebutdenganpenetapanadalahputusanpengadilanatasperkara

“permohonan”.Jadi,bentukputusanpenetapanberkaitaneratdengan

sifatataucorakgugat.Putusanpenetapanmenyesuaikandiridengan

sifatgugatpermohonan.Gugatpermohonandisesuaikanekuivalensi-

nyadenganpenetapan.Dengankatalain,Undang-UndangNomor:7

Tahun1989tentangPeradilanAgamamenilaiputusanyangsesuai

dengangugatpermohonanadalahpenetapan,yanglazim jugadisebut

beschikkingdalam artiluas.
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Gugatyangdimaksudadalahyangbersifatpermohonanadalah

gugatyangbersifatvolunteerdenganciridanberbagaiasasyang

melekatpada gugatan.Ciridan asas yang melekatpada gugat

volunteeryangtiadalaindaripadagugatpermohonanyangdimaksud

dalam Undang-Undang Nomor:7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama,dapatdirirngkassebagaiberikut.Cirinyamerupakangugat

secara”sepihak”.Pihaknyahanyaterdiridaripemohon.Tidakada

pihaklainlainyangditaraiksebagaitergugatbukandigunakanuntuk

menyelesaikansengketa.Tujuannyahanyauntukmenetapkansuatu

keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya

permohonanpenetapanahliwaris.Tidakbermaksudmenyelesaikan

persengketaankeahliwarisandanpembagianhartawarisandengan

pihak ahliwaris yang lain.Hanya menetapkan status pemohon

sebagaiahliwarisdariseorang pewaristertentu.Ciriselanjutnya,

petitum danamargugatpermohonanbersifatdeclaratoir.Petitum

yang diperbolehkan dalam gugatdan bersifatpermohonan hanya

bersifatdeclaratoir.Olehkarenaituamaryangdijatuhkanpunharus

bersifatdeclaratoir,yaituputusanyangmenyatakansuatukeadaan

yangsahmenuruthukum,karenaituamarputusandiklatoirberbunyi

“menetapkan”.

Putusandiklatoirterjadidalam putusansebagaiberikut:

a.Permohonantalak.

b.Gugatceraikarenaperjanjianta‟liktalak.
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c.Penetapanhakperawatananakolehibunya.

d.Penetapanahliwarisyangsah.

e.Penetapanadanyahartabersama.

f. Perkara-perkaravolunterdanseterusnya.

g.putusangugur,ditolakdantidakditerima.

h.gugatanceraibukankarenata‟liktalak.

i. putusanverstek.

j. putusanpembatalanperkawinandanseterusnya.

Jadi bentuk perlindungan hukum untuk pasangan yang

melakukanperceraiandiPengadilandapatdilihatdariprodukhukum

daripengadilan tersebut,yaitu penetapan.Suatu penetapan akan

melindungistatus hukum masingmasing pihak,anak dan harta

perkawinan.

2.BentukPutusan.

BentukkeputusanPeradilanAgamayanglainialah”putusan”.

Yangdimaksuddengankeputusanyangberbentukputusanmenurut

penjelasanPasal60Undang-UndangNomor:7Tahun1989tentang

PeradilanAgamaadalah:“keputusanpengadilanatasperkaragugatan

berdasarkan adanya sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat

sengketaatauyangmengandungsengketadisebutgugatcontentiosa.

DarigugatcontentiosamenurutpenjelasanPasal60Undang-Undang

Nomor :7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diproduksi

penyelesaian atau settlementyang berbentuk”putusan”dan pada
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prinsipnya akan mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat

condemnatoirdanberkekuatan”eksekutorial”.

Berkaitandenganhaltersebut,kaum perempuansebagaiistri

mempunyaihak mengajukan gugatceraike Pengadilan terhadap

suaminya,apabilaperbuataninidianggapnyayangterbaik.Apabila

setelah perceraian mantan suamitidakmenjalankan kewajibannya

sesuaidengan putusan pengadilan,maka yang dapatdilakukan

mantanistridalam mendapatkanperlindunganhukumnyayaitusecara

hukum adaduahalyangbisadilakukan.Pertama,secaraperdatayaitu

mengajukangugatannafkahterhadapsuamiKedua,secarapidana

yaitu melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan

penelantaranterhadapkeluarga.

a. GugatanNafkah,Padaprinsipnya,adalahkewajibansuamiuntuk

melindungiistrinyadan memberikan segalasesuatu keperluan

hidup berumah tangga yang mana di dalamnya termasuk

kewajiban suamisebagaikepala keluarga untuk memberikan

nafkah kepadaisteridananak-anaknya(lihatPasal34 ayat1

Undang-UndangNomor:1tahun1974tentangPerkawinan.Jika

suamitidak melaksanakan kewajiban tersebutmaka menurut

hukum,istridapatmengajukangugatannafkahkePengadilan.

DasarhukumnyaPasal34Undang-UndangNomor:1tahun1974

tentangPerkawinanberbunyi:“Jikasuamiatauistrimelalaikan

kewajibannyamasing-masingdapatmengajukangugutankepada



65

Pengadilan”.Perlu dipahami, gugatan nafkah ini tidak ada

hubungannyadengangugatancerai.Dengankatalain,Gugatan

nafkah bisa diajukan isteri terhadap suami tanpa harus

bercerai/mengajukangugatancerai.

b. PenelantaranKeluarga,Tindakansuamiyangtidakmenafkahiistri

dan anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana

penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diaturdalam

Pasal49 Undang-Undang Nomor :23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Karena ini

merupakan perbuatan pidana maka istri bisa melaporkan

suaminya ke pihak yang berwajib.Yang dimaksud dengan

penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurutPasal9

Undang-UndangNomor:23tahun2004tentangPenghapusan

KekerasanDalam RumahTanggaadalah“melakukanpenelantaran

kepadaorangyangmenuruthukum yangberlakubaginyaatau

karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan,perawatan

ataupemeliharaankepadaorangtersebut”Sedangkanmenurut

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan

setiaporangyangmelakukanpenelantarandalam rumahtangga

dipidanadenganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahunatau

denda paling banyak Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

BegitujugadenganUndang-UndangNomor23tahun2002tentang
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PerlindunganAnakbisadigunakanuntukmenjeratsuamisang

istritersebutyangmenelantarkankeluarganya

Keduaperlindunganhukum diatastidakakandiperolehbagi

istriapabilatidakmelakukanperceraiandiPengadilanataumengikuti

prosedur yang ada,karena tidak ada dasar Pengadilan untuk

menerimagugatantersebutdiatasapabilatidakadaputusanatau

penetapanperceraian,jadisuatuputusanataupenetapanperceraian

bagi mantan suami istri adalah merupakan titik dasar untuk

mendapatkanperlindunganhukum menurutperaturanperundangan-

undanganyangberlaku.

Masalah ceraidiluarPengadilan Agama yang dilakukan oleh

masyarakattidak lepas daripemahaman masyarakatterhadap posisi

hukum dalam kehidupanmereka.Padaumumnya,masyarakatmemiliki

pandanganbahwasanyakompilasihukum Islam adalahhukum dasaryang

menjadipijakandalam kehidupansehariharimereka.Olehsebabitu,bagi

masyarakatpelaksanaanhukum agamalebihpentingdanlebihutama

daripadapelaksanaanhukum lainnya.

Bahwa status perceraian tersebuttidak memilikiakibatatau

kekuatanhukum akibatdaripadaperceraiantersebut,karenakeputusan

ceraitersebuttidakdilakukandidepansidangpengadilan.Bahwasuatu

perceraianyangtidakdilakukandipengadilansudahsangatjelasstatus

hukumnya,bahwaperceraiantersebuttidaksah,berdasarkanPasal115

KompilasiHukum Islam.BerdasarkanPasal115KompilasiHukum Islam
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tersebutdiakuibahwaKompilasiHukum Islam menganutpengertianyang

samaUndang-UndangNomor1Tahun1974tentangperkawinan,bahwa

perceraianyangsahadalahperceraianyangdidaftarkandiPengadilan

yangterkaituntukkepentinganpencatatanadminitrasi.

Pada dasarnya dalam KompilasiHukum Islam membenarkan

seorangsuamiyangakanmenceraikansuaminyahanyacukupdiucapkan

didepanistrinyaatauoranglainmakajatuhlahtalak,akantetapidalam

hidupbernegaraharustaatkepadaperaturanpemerintah,selamatidak

bertentangan dengan KompilasiHukum Islam itu sendiri,karena taat

kepada pemerintah,merupakan bagian darikewajiban sebagaiumat

Muslim.Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian

bertujuan agartertib administrasisepertihalnya masalah pencatatan

perkawinan,kelahirananaksertamempersulitperceraian.Halinipada

dasarnya sesuaidengan prinsip kompilasihukum Islam mengenai

perceraianyaitumempersulitterjadinyaperceraian.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan

berpengaruh dan mempunyaidampak negatifterhadap istri,karena

perceraianyangdilakukandiluarsidangpengadilantidakmemilikisurat

ceraiyangmempunyaikekuatanhukum,sehinggasijandamenikahlagi

makaakanmendapatkankesulitandenganpihakKantorUrusanAgama.

Karenasetiapjandayanghendakmenikahlagiharusmemilikisuratcerai

dariPengadilan,sehinggamenempuhjalurmenikahkeduakalilewatnikah

dibawahtangan.Selanjutnyasetelahterjadinyaperceraian(ceraidiluar
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pengadilan),siistritidakmendapatkanhaknyasetelahbercerai,seperti

nafkahselamamasaiddahtempatuntuktinggal,pakaian,pangan.

Haltersebuttercantum dalam pasal149KHIhuruf(b).Dandalam

pasal151KHItersebutdiwajibkanbahwa“bekasistriyangsedangdalam

masaiddahwajibmenjagadirinya,tidakmenerimapinangandantidak

menikah dengan lakilakilain”makakonsekwensilogisdarikewajiban

tersebutadalahbekassuamiwajibmemenuhinafkahlahir,sebagaihak

yangharusdidapatkanakibatkewajibannyatersebut,kecualiisteriberlaku

nusyuz,makatakadahaknafkahiddahbaginya.Namunperludiketahui

pulabahwahaknafkahyangditerimanyaapakahsecarapenuhatautidak

juga adalah tergantung daripada bentuk perceraiannya,bukan pada

lamanyamasaiddahnya.

Oleh karena perceraian yang diakuisecarahukum adalah yang

dilakukandidepansidangpengadilan,makaperceraianyangdilakukan

secaraliarataudiluarpengadilan,dinilaitidakmemilikikekuatanhukum.

Olehsebabitu,perceraianyangdemikiantidakmemilikipengaruhapa-apa

terhadapperkawinan.Antarasuamiistritersebutsecarahukum masih

terikatdalam sebuahperkawinan,keduanyadapathidupbersamasebagai

suamiistrikarenahakdankewajibanmasing-masingmasihtetapberjalan

sampaiadanyaputusanpengadilanyangmenceraikanmereka.

Perlindunganhukum terhadapistriyangdiceraikansecarasepihak

diluarPengadilanmenurutKompilasiHukum Islaam adalahtidakada,

karenabelum menjalaniprosesperceraianyangseharusnya.Jadiistri
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tidakbisamenuntutyangseharusnyadidapatkandantetapmenjalankan

kewajibansebagaiistripadaumumnya.

Mengenaihartabersamadalam halperceraiandiluarPengadilan

menurutKompilasiHukum Islam adalah tidak ada pembagian harta

bersama, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur

perceraiandiluarPengadilan,makaperceraiantersebuttidaksahdan

akibatnyapembagianhartabersamatidakdapatdiproseslebihlanjut,

sehingga apabila istriyang diceraikan secara sepihak,tidak akan

mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak atas harta

perkawinannnya.

Salahsatubentukperlindunganhukum bagiistrisecaraumum yang

merupakanseorangwanitayaituperlindunganhukum tersebut,secara

umum diberikanolehPasal28DUUD1945ayat(1)yangmengatursetiap

orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian

hukum yangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum.Setiap

orangdisinimenegaskanbahwabaikperempuanmaupunlaki-lakiadalah

memilikihak-hakyangsamadihadapanhukum.Selainitudalam Pasal1

ayat (4) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga,bahwa

perlindunganadalahsegalaupayayangditujukanuntukmemberikanrasa

aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokad,

lembagasosial,kepolisian,kejaksaan,pengadilanataupelaksanalainnya

baiksementaramaupunberdasarkanpenetapanpengadilan.

Hakim, dalam memutuskan suatu kasus, harus senantiasa
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berorientasipadapenegakanhukum dankeadilan,sehinggaputusannya

akandinilaidenganobjektifbagimasyarakatumumnyadankhususnya

bagipencarikeadilan,apalagiditengah-tengaherarefomasihukum dan

transformasiyang sedang berjalan saatini,peran dan fungsihukum

semakin ditempatkan sebagaiinstrumentpenting dalam mengadakan

berbagaiperubahanyangdirencanakan.59

Kedudukanperempuandalam sistem hukum Indonesia,UUD1945

danUndang-UndangNomor:39Tahun1999TentangHakAsasiManusia

telahmenegaskankesetaraanperempuandenganlaki-laki,namuntidak

sedikitprodukhukum negarabaikditingkatnasional,propinsi,maupun

kota/kabupaten yang berpotensimenimbulkan diskriminasiterhadap

perempuan,sepertidimasa awalkemerdekaan,produk hukum di

Indonesiaditahun2000ataupascareformasi1998,sudahmenunjukkan

perhatianterhadapperempuandankesetaraangender,akantetapipotensi

diskriminasitetapadadanmasindijumpaidalam masyarakat.

Kedudukanperempuandalam hukum Indonesiasudahdijelaskan

secaraeksplisitdalam UUD1945Pasal28Dsebagaimanadiuraikandi

atas.Kesetaraankedudukanperempuandanlaki-lakitersebutdipertegas

dalam Undang-Undang Nomor:39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

ManusiaPasal3:

(1)Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkatdan martabat

59 HeruSusanto,“PeranHakim AgungDalam PenemuanHukum (Reshtsvinbding)
dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping)Pada Era Reformasidan Transformasi”,
JurnalHukum Masalah-MasalahHukum,Vol.36No.2,FakultasHukum UndipApril-Juni,
Semarang2007
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manusiayanggsamadansederajatsertadikaruniaiakaldanhatinurani

untukhidupbermasyarakat,berbangsadanbernegaradalam semangat

persaudaraan.

(2)Setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungandan

perlakuan hukum yang adilserta mendapatkepastian hukum dalam

semangatdidepanhukum.

(3)Setiaporangberhakatasperlindunganhakasasimanusiadan

kebebasanmanusia,tanpadiskriminasi.

KemudianPasal2Undang-UndangHakAsasiManusiamenentukan

bahwaNegaraRImengakuidanmenjunjungtinggihakasasimanusiadan

kebebasandasarmanusiasebagaihakyangsecarakondratimelekatpada

dantidakterpisahkandarimanusia,yangharusdilindungi,dihormati,dan

ditegaskan demipeningkatann martabatkemanusiaan,kesejahteraan,

kebahagiaan,dan kecerdasan serta keadilan.Pasal3 ayat(2)juga

menentukan bahwa setiap orang berhak atas perngakuan,jaminan

perlindungandanperlakuanhukum yangadilsertamendapatkepastian

hukum danperlakuanyangsamadidepanhukum.Sedangkanayat(3)

merumuskanbahwasetiaporangberhakatasperlindunganhakasasi

manusia dan kebebasan dasarmanusia tanpa diskriminasi.Pasal8

merumuskanbahwaperlindungan,pemajuan,penegakandanpemenuhan

hakasasimanusiaterutamamenjaditanggungjawabPemerintahyang

bersangkutan.

SesuaidenganUndang-UndangPerkawinan,perceraianhanyadapat
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dilakukandidepansidangpengadilansetelahpengadilanberupayadan

tidakberhasilmendamaikankeduabelahpihak.Berdasarkanketentuan

tersebutmakatidakdimungkinkanlagiperceraianterjadidiluarprosedur

pengadilan.Untukmelakukanperceraianharusadaalasantertentuyang

menyebabkansuamiistritidakdapatlagihidupbersama.

Didalam hukum yangberlakudiIndonesiayangmengaturtentang

perkawinan,tidak diatur dan dikenalmengenaiperceraian diluar

Pengadilan.Talakmenuruthukum berartiikrarsuamiyangdiucapkan

didepansidangPengadilanAgama.Sedangkanapabilatalakdilakukan

ataudiucapkandiluarPengadilan,makaperceraiansahsecaraagama

saja,tetapibelum sah secarahukum negarakarenabelum dilakukan

didepansidangPengadilanAgama.Akibatdaritalakyangdilakukandiluar

sidangPengadilanadalahikatanperkawinanantarasuami-istritersebut

belum putussecarahukum,ataudengankatalain,baiksuamiatauistri

tersebutmasihsahtercatatsebagaisuamiistri.Sehinggasuamitetap

berkewajibanmemberinafkahkepadaistridananak-anaknya.Dalam hal

iniperlindunganhukum bagiistriyangdiceraikansecarasepihaksenyata-

nyatatidakadalagi,namunanak-anakmasihterlindungi.

Upayayangdilakukanbagiistriyangdiceraikansepihakdiluar

pengadilanyaitupengajuangugatangonoginisecaratersendiri,adasegi

positifnyayaituakanmempermudahdanmempercepatprosesperceraian

karenatidakdiperlukanpembuktianyangmendalam dalam permasalahan

hartagonogini,yangdibuktikancukuphal-halyangmenjadipersoalan
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perceraian.Disisilainkelemahandaripengajuangugatangonoginisecara

mandiri,bilamanahartagonoginiberadadibawahkekuasaansuamiatau

istriakan rentan terjadiperalihan kepadapihaklain selain itu karena

merekasudahmerasatidakadaikatandanbahkansudahsama-sama

menikahlagidenganpihakketiga,rasatanggungjawabsudahtidakada,

bahkancenderunguntuksalingmenghukum.

Bagiistriyang diceraikan sepihakdiluarpengadilan,maka istri

dapatperlindungan hukum atas hak harta perkawinan dengan cara

diadakanpembagian.Pembagiandilakukanmenuruthukum adatyang

berlaku dalam masyarakat setempat. Pembagian yang dimaksud,

dilakukandenganmembagikanhartabersamasuamiisterimenjadidua

bagian.Satubagianuntukbekassuamidansatubagianlagiuntukbekas

istri.Carapembagiannya,yaitudenganterlebihdahulumengalkulasikan

semuahartakekayaanyangadadalam jumlahuang.Kemudiansetelah

dikurangiuntukperlunasanhutangkeduabelahpihakjikaadadansegala

biayauntukkeperluantersebut,sisanyadibagikepadasuamiistriyang

masing-masingmendapatsatubagian,padakasusyangterjadidalam

pembagianhartabersamaini,parapihakmengundangpihakketigauntuk

membantuikutmenyelesaikanmengenaipembagianini.

WalaupunsecaraKompilasihukum Islam,adaperlindunganhukum

tetapitidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan karena diIndonesia

berlakuhukum nasionalmengenaiperkawinanyangsudahdikodifikasikan.

Selamaini,setelahberpisah,sangistriyangdiceraikansepihakdiluar
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pengadilan,tidakbisamenuntutbanyakhalkepadasangsuami,kadang-

kadang sang istrimeminta pertolongan kepada keluarga istriuntuk

mendapatkanperlindungan,sepertiperlindunganhukum berupadilindungi

darisegalagangguanyangdatangdarisuami,ataupunbantuanatau

perlindunganhukum berupauanguntukkebutuhanhidup,karenakalau

mau meminta bantuan daripihak yang berwajib,sang istriharus

menyerahkandokumenyangterkaitsepertiaktaperceraian,kenyataan

tidakada.
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BABIV

KESIMPULANDANSARAN

A.Kesimpulan

1.ProsedurperceraianmenurutKompilasiHukum Islam danUndang

-UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinanadalahsama

sama mengaturbahwa perceraian harus dilakukan didepan

sidang pengadilan dengan acara peradilan yang diaturdalam

Undang-UndangNomor:7Tahun1989tentangPeradilanAgama

dimana diawalidengan perkara didaftarkan,Pemohon atau

Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut

TermohonatauTurutTergugatmenungguSuratPanggilanuntuk

menghadiripersidangan,lalutahapanpersidangandimulaidengan

upayaperdamaianataudisebutdenganmediasi,Ketikamediasi

berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembuatan akta

perdamaiantetapiketikamediasitidakberhasilmakadilanjutkan

dengan pembacaan permohonan atau gugatan, jawaban

TermohonatauTergugat,replikPemohonatauPenggugat,duplik

TermohonatauTergugat,Pembuktian(Pemohon/Penggugatdan

Termohon/Tergugat, kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan

Termohon/Tergugat),MusyawarahMajelisyangterakhiradalah

pembacaanPutusan.
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2.Akibathukum bagiistriyangdiceraikantanpamelaluipengadilan

ditinjaudariFikihIslam danUndang-UndangNomor1Tahun1974

TentangPerkawinan:

a.Akibathukum terhadap status anak maka status hukum

seoranganaktidakberubahhanyakarenaperceraianorang

tuanya,anaktetap merupakan anaksah darikeduaorang

tuanya sepertiyang tertuang pada akte kelahirannya.Hal

tersebutsesuaidenganPasal42Undang-UndangNomor1

Tahun1974tentangPerkawinan,bahwaanaksahyaituanak

yangdilahirkandalam suatuakibatdariperkawinanyangsah.

Sehinggadengandemikiananaktetapberhakmemperoleh

hak-haknyasebagaianak.Dalam ajaranagamaIslam,yang

dalam halinitermuatdalam KompilasiHukum Islam (KHI).

Anaksahdalam KHIadalahanakyangdilahirkandalam atau

akibatperkawinanyangsahdanhasilpembuahansuamiistri

yangsahdiluarrahim dandilahirkanolehistritersebut.

b.Akibathukum terhadaphartabersamaperkawinandiaturpada

Pasal37 Undang-Undang Nomor1 tahun 1974 tentang

Perkawinanyangmenyatakanbilaperkawinanputuskarena

perceraian,hartabersamadiaturmenuruthukumnyamasing-

masing.Lebih jelasdalam penjelasan pasaltersebutyang

dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum

agama,hukum adatdanhukum-hukum lainnya.Untukyang

70
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beragamaIslam,adaketentuanmengenaipembagianharta

bersamadalam KompilasiHukum Islam (KHI),padaPasal97

KHImenyebutkanbahwa,jandaataududaceraihidupmasing-

masingberhakseperduadarihartabersamasepanjangtidak

ditentukanlaindalam perjanjianperkawinan.

3.Tidakadaperlindunganhukum bagiistriyangdiceraikansecara

sepihakdiluarPengadilanmenurutKompilasiHukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

karenatidakmelakukanperceraianmenurutproseduryangtelah

ditetapkan terutama menurut yang diatur dalam Peraturan

PemerintahNomor9Tahun1975tentangPelaksanaanUndang-

UndangNomor1Tahun1974tentangPerkawinan,sehinggatidak

adaperubahanstatushukum terhadapperkawinantersebut.

B.Saran

1.Hendaknya membuatprogram sosialisasipenyuluhan hukum

tentangperkawinansertaperceraiansecararutindanberkalaagar

masyarakatmemperolehpengetahuantentangbagaimanasuatu

perkawinanituharusdipertahankandanbagaimanaperceraianitu

harusdilaksanakansebagaimanaseharusnyasesuaihukum yang

berlakusehinggaperceraiankhususnyaperceraiansecarasepihak

diluarpengadilandapatdiminimalisir.

2.Hendaknya pihak yang berwenang dapat meninjau kembali

Undang-UndangNomor1Tahun1974TentangPerkawinandan
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membuataturantersendiritentangbagaimanasanksiterhadap

suamiyangmenceraikanistrinyasecarasepihaktanpamelalui

pengadilansehinggadikemudianhariparasuamitidakdapat

sewenang-wenang dalam menceraikan istrinya dan istri

mendapatkanstatushukum yangjelas.

3.Hendaknyamasing-masingpihakdapatsalingmenghargaidan

menghormati,agarterciptanyakeluargayangbahagiasertatidak

adayang menjadikorban darisuatu perkawinan tersebutdan

apabila berakhirpada perceraian hendaknya dilakukan sesuai

denganUndang-Undangyangberlaku.
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